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Meaintang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem
Kabupaten Situbondo telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keualgan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo Tanggal

23 Desember 2OO9 Nomor | 188/623lPlOA4-2l2OO9
tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keualgan
Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo;
bahwa RSUD dr. Abdoer Ralem Situbondo sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkaa Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
wajib mengembangkan sistem akuntansi keuangan
dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a darl huruf b, perlu menetapkar Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Abdoer Rahem Situbondo.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungar Propinsi Jawa Timur (Irmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
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b.

1.

Jalan PB. Sudirmen Nomor l, Situbondo, Provitrsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116 Email r info@pemdasitubondo.go.id
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Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L€mba-ran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 15 Talun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 440O);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undalg Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 20 10;
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Meletapkan :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjamal Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (l,embaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan l,embarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang
Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peratural Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuaigan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor l3)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 63 Tahun 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 20 14, Nomor 63).

MEMUTUSKAN!

PERATURAX BI'PATI TENTANG KEBIJANAIT AI('ITTANSI
KEUANGAIT BADAN I..ITYANAN UMT'M DA"ERAH RI'MAH
SAKIT UIIUM DATRAH DOKTER ABDOER RAIIEM
SITUBONDO.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

0



5.

4.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal -0 I t4AY m15

SEIIRETARI. DAERAII
KABUPATEN SITUBONDO,

4

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer
Rahem Situbondo.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
BLUD adalah

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang
selanjutnya disebut PSAK adalah pedoman prosedur
akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan,
pencatatan, penfrsunan dan penyajian laporan
keuangan.

pasal 2

Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem, merupakan acuan dalam penjrusunan Laporan
Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanssal t I ilAY 2015

BUPATI SITUBOI{IX),

( ==-)
DADATTG trIIGIARTO

0

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2()15 I{OMOR Ig



LAMPIRAN 
i::x'ff ", tdrt'fiitlfrSndo
Nomor : rel Tahun 2015

KEBIJAKAN AKUITTANSI KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMIIII SAKIT UMUM DAERAII

dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO

I. PENDAIIULUAN
A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat perlu
dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam
pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanarn di rumah
sakit dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya
agar RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat beroperasi dengan lebih
efektif darl efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, maka diharapkan dengal status PPK-BLUD, pelayanan
kepada masyarakat menjadi lebih baik dan mutu pelayanan kesehatal
dapat meningkat, di samping itu kemandirian RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo dalam pemupukan dan pengelolaan sumber daya dapat lebih
ditingkatkan.

Peningkatan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan
yang diberikan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, menuntut
manajemen BLUD-RSUD dr. Atrdoer Rahem Situbondo untuk bekerja
secara profesional. Selain itu, walaupun sumber daya yang tersedia
sangat terbatas tetap diharuskan untuk dapat bekerja secara lebih efektif
dan efisien.

Sebagai ciri khusus dari usaha jasa pelayanan kesehatan di RSUD
dr. Abdoer Rahem Situbondo adalah sulitnya meramalkan kebutuhan
pelayanan, baik jenis, jumlah maupun mutu pelayanan yang diperlukan
masyarakat. Sementara itu, di sisi lain RSUD dituntut untuk selalu siap
dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan
prasarana, tenagaserta dana yang dibutuhkar harus selalu siap dalam
rangka mendukung pelayanan.. 

Di sisi lain dalam pengelolaan sumber daya, RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan
informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihak-
pihak yang memerlukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi transaksi
keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan biaya, maka
diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu
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laporan keualgan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo juga dapat
dipergunalal sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan,
andal dar dapat diperbandingkal. Perlu diketahui bahwa laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo, karena secara umum laporan keuangan hanya
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

TUWAI{ DAII RUANG LINGKUP
1. Tujuan dari Penlr:sunan Kebijakal ini antara lain, adalah:

a. untuk membantu BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
dalam menJrusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

b. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi
dan penyajian laporan keuangan;

c. menjadi acuan minimum yalg harus dipenuhi oleh BLUD RSUD
dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menJrusun laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup Penerapan Kebijakan ini adalah:
Pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan dan
disusun oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

ACUAN PENYTTSUNAN PEDOMAN AXUNTANSI BLUD RUMAII SAKIT
Acuan yang digunakan dalam menJrusun kebijakan akuntansi keuangan
untuk BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo didasarkan pada acuan
yang relevan, meliputi:
l. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;
2. Undarg-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaar

Negara;
3. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undalg-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 7l Tahun 201O;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.O5/2008 tentang
Pedomal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

c.
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10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1981/MENKES/ SKIXII l2OlO tentang Pedoman Akuntansi Badan
Layanan Umum (BLU) Rumah Sal<it;

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo;

13. Keralgka Dasar Pen5rusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

II. LABORAN KEUA.IIGAI{
A. KETENTUAIT UMUM LAFORAN KEUANGAN

1. Tujuan Laporan Keuangan
a. Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan inlormasi yang

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna
laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang
rasional, seperti:
1) Pemberi bantuan (donatur);
2) Investor;
3) Kreditur;
4) Otoritaspengawasan;
5) Pemerintah; dan
6) Masyarakat.

b. Pihak pengguna laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
1) Jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo darr kemampuan-nya untuk terus memberikan jasa
tersebut; dan

2) Cara manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari
kinerjanya.

c. Informasi yartg bermanfaat dapat disajikan dalam laporan
keuangan antara lain, meliputi informasi mengenai :

1) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo;

2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang
mengubah nilai dan sifat Ekuitas;

3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya
dalam satu periode dal hubungan antara keduanya ;

4) Cara BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mendapatkan
dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi
pinjaman, dan laktor lerinnya yang berpengaruh pada
likuiditasnya; dan

5) Usaha jasa pelayanan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo.
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d. Laporan Keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumber daya yalg dipercayakan
kepada mereka.

2. Komponen Laporan Keuangan
a. Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari:

1) Neraca;
2) LaporanOperasional;
3) Laporan Arus Kas;
4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Neraca
1) Tujuan utama neraca adalah untuk menyediakan informasi

tentang posisi keuangan BLUD meliputi aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya
sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan
untuk menilai:
a) Kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo

dalam memberikal jasa pelayanan kesehatan secara
berkelanjutan;

b) Likuiditas dan solvabilitas; dan
c) Kebutuhan pendanaan eksternal.

c. Laporan Operasional
1) Tujuan Utama Laporan Operasional adalah menyediakan

informasi mengenai:
a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah

jumlah dan sifat ekuitas;
b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan
c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan

berbagai program atau jasa.
2) Informasi dalam laporan Operasional, yang digunakan bersama

dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan
untuk:
a) Mengevaluasi kinerja BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo dalam suatu periode;
b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan

organisasi dalam mem-berikan jasaj
c) Menilai pelatsanaan tanggung jawab dan kinerja

manajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; dan
d) Menilairentabilitas.

d. Laporan Arus Kas
1) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi

mengenai sumber, penggunaan, peruba1-ran kas dan setara kas
selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada

u
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tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkal dalam aktivitas
operasi dart investasi.

2) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama
dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan
lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan
keuangan untuk menilai:
a) kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo

dalam menghasilkan kas dan setara kas;
b) sumber dana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
c) penggunaan dana BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo; dan
d) kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo

untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya
untuk masa yang akan datang.

e. Catatan atas Laporan Keuangan
1) Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah

memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada
di Neraca, Laporal Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan informasi tambahan lainnya sehingga
para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas
laporan keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

2) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keualgan mencakup
antara lain:
a) Pendahuluan;
b) Kebijakanakunransi;
c) Penjelasan atas pos-pos neraca;
d) Penjelasan atas pos-pos laporan operasional;
e) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
f) Penjelasan atas laporan perubahan ekuitas; dan
g) Informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

3) Laporan keuangal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
disertai dengan lampiran:
a) Analisis laporan keuangan yang terdiri dari: Rasio

Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio
Rentabilitas;

b) Laporan Operasional yang disajikan secara komparatif
antara proyeksi sebagaimana tercantum dalam RBA
dengan realisasi periode berjalan;

c) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat menyajikan
Iampiran lain sesuai kebutuhan.

3- Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Pimpinan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
bertanggungiawab atas penylsunan dan penyajian laporan keuangan.

0
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4. Bahasa Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika
laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa
Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus
memuat informasi dan waLtu yang sama (tanggal posisi dan cakupan
periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut
harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan
dalam Bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan
a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.
b. Jika transaksi menggunakan mata uang lain selain dari rupiah,

maka laporan tersebut harus dikonversikan dalam mata uang
rupiah.

c. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan
kurs pada saat terjadinya transaksi.

d. Aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan
disesuaikan nilainya dengan menggunakan kurs pada tanggal
pelaporan.

e. Kurs yang digunakan adalah kurs yalg ditentukan oleh Bank
Indonesia.

f. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata
uang asing dial<ui dalam laporan Operasional pada saat tanggal
transaksi. Sedangkan keuntungan atau kerugian dari penyesuaian
saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui
dalam laporan Operasional pada saat tanggal penyesuaian nilai
(tanggal pelaporan).

6. Kebijakan Akuntansi
a. Kebijakal akuntansi tersebut harus mencerminkan prinsip kehati_

hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan
ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

b. Jika dalam pedoman ini belum mengatur masalah pengakuan,
pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi
atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan
akuntansi agar laporal keuangan yang disajikan memuat
informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan.

c. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen
memperhatikan:
1) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang

mirip dengan masalah tcrkait;
2) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,

penghasilan dan biaya yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar
Penjrusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDppLK); dan

3) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain darl
praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka
I dal angka 2 di atas.
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7. Penyajian
a. l,aporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi

keuangan, kinerja (aktivitas), dan arus kas disertai pengungkapan
yang diharuskan sesuai dengan ketentual yang berlaku;

b. Aset disajikal berdasarkan karakteristiknya menurut urutan
likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh
temponya;

c. Laporan Operasional dikelompokkan secara single step;
d. Catatan atas laporan keuangal harus disajikan secara sistematis

dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Informasi daJam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan
pos-pos dalam neraca dan laporan operasional yang sifatnya
memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun
kuantitatif;

e. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan
menggunakan kata "sebagian besarz untuk menggambarkan
bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah
nominal atau persentase;

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan
kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan
pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada
periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

2) Perubahan kebijalal akuntansi
a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

(l) Terdapat peraturan perundangan atau standar
akuntansi yang berbeda penerapannya; atau

(2) Diperkirakar bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang
lebih sesuai dalam laporan keuangan.

b) Penerapan standar akuntansi yang berbeda yang
mengatibatkan perubahar kebijakan akuntansi mengikuti
ketentuan transisi dalam standar akuntansi tersebut.
Apabila tidak diatur ketentuan transisinya, maka
penerapan perubahan kebijakal akuntansi diterapkan
secara retrospektif.

c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus
diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan
penyajian ulang untuk seluruh periode sajian. Dampak
perubahan kebijakan akuntansi sebelum periode sajian
menyesuaikal saldo surplus/dehsit awal periode sajian.
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d) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak
praktis (khususnya perubahan kebijakan akuntansi yang
bersifat wajib) untuk periode-periode sebelumnya, maka
perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif
pada periode di mana hal tersebut menjadi praktis.

3) Terdapat kesalahan mendasar
Koreksi kesalahal mendasar dilakukan pada periode
terjadinya kesalahan. Jika periode tersebut adalah sebelum
periode sajian, maka koreksi kesalahan mendasar akan
menyesuaikan saldo surplus/defisit awal periode sajian.

g. Pada setiap lembar neraca, Iaporan operasional, dan laporan arus
kas dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan
bahwa "catatan atas laporan keuartgan merupakan bagian tak
terpis ahkan dai laporan keuang ano.

8. Konsistensipenyajian
a. Penyajian dan Klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar

periode harus konsisten kecuali:
1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BLUD

RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK).

b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan
keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus
direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah.
Selain itu, alasan reklasifikasi juga harus diungkapkal. Dalam hal
reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan
alasannya-

9. Materialitas dan Agregasi
a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
b. Pos-pos yalg jumlahnya material disajikan tersendiri dalam

laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material
dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang
sejenis; dan

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk
mencantumkan (ommlssion) atau kesalahan dalam mencatat
lmisstatementl informasi terse but dapat mempengamhi keputusan
yang diambil.

lO. Saling Hapus (Ofsetring)
a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikar pada neraca tidak

boleh disalinghapuskai dengan kewajiban atau aset lain kecuali
secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut
mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau
kewajiban; dan

b. Pos-pos pendapatan dan biaya tidak boleh disalinghapuskan,
kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai.
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1 1. Periode Pelaporan
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun
takwim. Dalam hal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo baru
berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih
pendek dari satu takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak
lainnya, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dapat membuat
dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan
periode efektif, dengal mencantumkan:
a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu

tahunan.
b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan

neraca, laporan operasional, laporal arus kas, laporan perubahan
ekuitas dan catatan atas laporan keualgan tidak dapat
diperbandingkan.

12. lnformasi Komparatif
a. Laporan keuangan tahunan dan interim untuk neraca disajikan

secara komparatif dengan periode sebelumnya (misalnya neraca
per 31 Desember 2XX2 dibandingkan dengan neraca per 31
Desember 2OXl). Sedangkan untuk laporal operasional dan
laporal arus kas tahunan dan interim harus mencakup periode
sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode yang
dilaporkan.

b. lnformasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari
laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali
apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode
berjalan.

KETERBATASAN L.APORAN KEUANGAN
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan
atas informasi yang terdapat dalam laporal keuangan. Hal ini disebabkan
karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang

telah lampau;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak

pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak
tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari
laporan keuangan saja;

3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila

terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian
suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan
ekuitas atau nilai aset yang paling kecil;

5. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya (formalitas); dan
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6. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan
sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya
ekonomis dan tingkat kesuksesan antar BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo.

III. NERACA
A. AXUITTANSI ASET

l. Peagertian dan Karakerlstik
a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh BLUD RSUD dr.

Abdoer Rahem Situbondo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan
diperoleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

b. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik
langsung maupun tidak lalgsung, arus kas dan setara kas kepada
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. potensi tersebut dapat
berbentuk sesuatu yang produktif dan merupal<an bagian dari
aktivitas operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas
atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk menguralgi
pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan
proses produksi alternatif.

c. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya menggunakan
aset untuk memberikan pelayanan jasa dan memproduksi barang
yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pasien atau
pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka pasien atau pihak_
pihak lain yang berkepentingan bersedia membayar sehingga
memberikan sumbangan kepada arus kas BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo. Kas sendiri memberikan jasa kepada BLUD
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo karena kekuasaannya
terhadap sumber daya yang lain.

d. Manfaat ekonomi masa depan yang terw.ujud dalam aset dapat
mengalir ke dalam BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
dengal beberapa cara. Misalnya, aset dapat :

1) Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalan
memberikan pelayanan jasa dal memproduksi baralg yang
dijual oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;

2) Dipertukarkan dengan aset lain; atau
3) Digunakan untuk menyelesaikar kewajiban.

e. Pada umumnya, aset tetap memiliki trentuk hsik. Namun
demikian, bentuk fisik tersebut tidal< esensial untuk menentukan
eksistensi aset. Oleh karena itu, paten dan hak cipta, misalnya,
merupakan aset kalau aset tersebut mendatangkan manfaat
ekonomi kepada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo di
masa depan dan dikuasai oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo.
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Pada umumnya aset, misalnya, piutang dan properti,
dihubungkan dengan hak menurLlt hukum, termasuk hak milik.
Dalam konteks akuntansi penentuan eksistensi aset, hak milik
tidak esensial, misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa
pembiayaan (Financial Leasel, jika BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti
tersebut maka properti tersebut dapat diakui menjadi aset.
Meskipun kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut
hukum, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset
meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya,
pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan
dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan
pengetahuan tersebut, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
menikmati manfaat yalg diharapkan dari pengetahuan tersebut.
Aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berasal dari
transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. BLUD
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo biasanya memperoleh aset
melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau
peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset. Misalnya, properti
yang diterima BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dari
Pemerintah sebagai bagian dari program untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depal
tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya, maksud
untuk membeli persediaan tidat dengal sendirinya memenuhi
definisi aset.
Syarat pengakuan aset adalah :

1) Pos tersebut memenuhi definisi aset; dan
2) Pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal.
Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran darr timbulnya
aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi
bersarnaal. Oleh karena itu, katau BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan
bukti bahwa BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo tersebut
mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti
konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi
aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya
pengeluaran yarrg bersangkutan tidak mengecualikan suatu
barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian
terdapat kemungkinan untuk diakui dalam neraca, misalnya,
barang atau jasa yang telah didonasikan kepada BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo memenuhi definisi aset.
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2. Aeet Latrc.r
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau

digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal BLUD RSUD
dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau

b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek
dan diharapkan al<an direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan
dari tanggal neraca; atau

c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasihkasikan
sebagai aset tidak lancar.
1) Kas dan Setara Kas

a) Dehnisi:
(1) Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah

maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai
alat pembayaran yang sah.

(2) Setara kas (cosh equiualent) adalah investasi yang
sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang
dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah
tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai
yang signifikar.

(3) Giro adalah simpanan pada bank yang dapat
digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakai
cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya
atau dengan cara pemindahbukuan antara lain
dengan bilyer giro.

(4) Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas
jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan
lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas,
investasi harus segera dapat diubah menjadi kas
dalam jumlah yang telai diketahui tanpa menghadapi
risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya,
suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai
setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam
waktu tiga bulan atau kurang.

b) Dasar Pengaturan
(1) PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas;
(2) PSAK 23 tentang pendapatan;
(3) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: penyajian dan

Pengungkapan; dan
(4) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: pengakuan

dan Pengukuran.
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c) Penjelasan
(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank

yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan BLUD. Kas terdiri dari : Saldo Kas (Cosh on
Handt d,aD Rekening Giro.

(2) Setara Kas (Cash Dquiualent) merupakan bagian dari
Aset lancar yang sangat likuid, yarrg dapat dikonversi
menjadi Kas dalam jangka waktu 1 s/d 3 bulan tanpa
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan,
tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara
kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3
bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam
jangka waktu kurang dari 3 bulan.

(3) Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan
tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu
dikendalikan besarannya agar tidak menimbulkan
adanya dana yang menganggur (idle fundl.

(4) Penambahal kas dan setara kas, antata lain, karena:
1. Penerimaan tunai dari pelayanan;
2. Pelunasan piutang;
3. Penerimaan dana dari pemerintah/donatur; dan
4. Penerimaan tunai lainnya.

(5) Pengurangan kas dan setara kas, antara lain, karena:
1. Pembelian I unai aset;
2. Pelunasan utang; dan
3. Pembayaran/pengeluaran lainnya.

(6) Perlakuan Akuntansi
1. Pengakuan lRecognition):

(a) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima
oleh BLUD;

(b) Kas dan setara kas berkurang pada saat
digunakan; dan

(c) Kas dan setara kas berkurang pada saat
dicadalgkan.

2. Pcngukuran lMeasurement):
(a) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai

nominal; dan
(b) Kas dan setara kas diukur sebesar nilai

nominal pada saat diterima.
3. Penyajian (Presentation)

Kas dan setara kas merupakan pos/akun yalg
paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada
urutan pertama unsur aset / aset dalam neraca.

4. Pengungkapan lDisclosure)
(a) Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan

komponen kas dan setara kas.
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(b) Rincian jenis darl jumlah kas dan setara kas,
sebagai berikut:
a. Kas;
b. Bank; dan
c. Setara kas.

(c) Kas dan setara kas yang dibatasi
pcnggunaannya tidak dapat diklasifikasikan
sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar.
Kas dan setara kas tersebut harus
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2) Investasi Lancar/lnvestasi Jangka Pendek
a) Definisi:

Investasi lancar adalah penanaman dana dalam waktu
tiga sampai dengan dua belas bulan yang ditujukan untuk
memperoleh pendapatan.

b) Dasar Pengaturan:
(1) PSAK 1 paragraf 42 tentang penyajian laporan

keuangan;
(2) PSAK 23 tentang pendapatan;
(3) PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan

Pengungkapan; dan
(4) PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan

dan Pengukuran.
c) Penjelasan

(1) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus
mempertimbangkan kebutuhan likuiditasnya sebelum
melakukan penempatan dananya.

(2) lnvestasi Lancar dalam bentuk deposito berjangka
harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan
keamanan, tidak diperkenankan untuk pembelian
saham/obligasi.

(3) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan
aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak
tcrmasuk selara kas.

(4) Investasi lancar adalah penanaman dana yang bebas
risiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk
memperoleh pendapatan, misalnya deposito berjangka
waktu 3- l2 bulan.

(5) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus
mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah
penempatan, dan jenis mata uang dari penempatan
tersebut.
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d) Perlakuan Akuntansi
(1) Pengakuan

1. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek
di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan
dala sebesar nilai nominal.

2. Pendapatan bunga dari investasi lancai diakui
pada saat timbulnya hak atau tagihan.

3. Investasi lancar berkurang pada saat menerima
pencairan dari bank.

(2) Pengukuran
Penempatan dana di bank diukur pada nilai
nominalnya.

(3) Penyajian
l. Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan

pada kelompok pos aset lancar dalam neraca.
2. Investasi lancar dalam bentuk deposito disajikan

sebesar nilai nominal.
3. Apabila investasi lancar melebihi satu tahun maka

atan disajikan pada investasi jangka panjang
dalam neraca.

(4) Pengungkapan
Hal hal yang harus diungkapkan, antara lain sebagai
berikut:
l. Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.
2. Jenis mata uang.
3. Tingkat bunga dan jangka waktu rata-rata atau

perkelompok.
4. Jumlah penempatan dana pada pihak,pihak yatrg

memiliki hubungan istimewa
5. Jumlah dana yalg dijadikan jaminan dan

alasannya
3) Piutang

a) Definisi
(1) Piutang menurut sumber terjadinya dikelompokkan

menjadi dua jenis, yaitu piutalg pelayanan dan
piutalg lain-lain.

(2) Piutang pelayanan adalah piutang yang timbul karena
penyerahan pelayanan [asa) datam rangka kegiatan
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, seperti
piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.

(3) Piutang lainlain adalah piutang yang timbut di luar
kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak
material, seperti piutang karyawan.
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b) Dasar Pengaturan
(l) Kerangka Dasar Pen1rusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan (KDPPLK) paragraf 89.
(2) PSAK I paragra[ 42.
(3) PSAK 23 paragral 19,28,29.

c) Penjelasal
(1) Piutang merupakan hak yang muncul dari penyerahan

pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan
persetujuan atau kesepal<atan antara BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo dan pihak lain, yang
mewajibkan pihak tain tcrsebut untuk melunasi
pembayaran atas jasa yarlg telah diterimanya atau
utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan.

(2) Piutang pelayanan diakui pada saat pelayanan medis
telah diberikar tetapi belum menerima pembayaran
dari pengguna jasa yang bcrsangkutan.

(3) Transaksi piutang memiliki 4 (empat) karakteristik,
sebagai berikut:
l. Adanya pemberian pelayanan atau penyerahan

uang;
2. Persetujuan atau kesepakatan berutang;
3. Jangka waktu tertentu; dan
4. Jaminan.

(4) Jenis piutang pada BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo dikelompokkan menjadi :

1. Piutang pelayanan, antara lain :

a. Piutang Umum/Perorangan
b. Piutang Jaminan :

l) Piutang Jaminan Pemerintah Pusat
2) Piutang Jaminan Pemerintah Daerah
3) Piutang Jaminan Asuransi
4) Piutang Jaminan BLUD RSUD dr. Abdoer

Rahem Situbondo
5) Piutang Jaminal Lainnya;

2. Piutang Pelayanan Lain nya.
3. Piutang lainJain, antara lain :

a. Piutang pegawai/karyawan;
b. Piutang sewa; dan
c. Piutang Lainnya.

d) Perlakuan Akuntansi
(1) Pengakuan

a. Piutang pelayanan diakui pada saat seluruh
kondisi berikut ini dipenuhi :

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan
andal;
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2. besar kemungkinan manfaat ekonomi
sehubungan dengal transal<si tersebut akart
diperoleh perusahaan;

3, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada
taJrggal neraca dapat diukur dengan andal; dan

4. biaya yang tedadi untuk trarsaksi dan untuk
menyelesaikan transalsi tersebut dapat diukur
dengaa andal;.

b. Piutang lain-lain diakui pada saat jasa sewa tel,ah
diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman
telah diberikan kepada karyawan. piutang lain{ain
diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (nef
reqlizdble vafuq *telah memperhitungkan nilai
penyisihan piutang tal< tertagih. Contoh piutang
lainlain ; piutang pegawai, pendapatan yang
masih harus diterima.

(2) Pengukuran
a. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable valuel setelah
memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak
tertagih.

b. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk
sebesar nilai piutang yang diperkiralal tidak
dapat ditagrh berdasarkar daftar umur piutang
atau prosentase dari pendapatal.

c. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar nilai
piutang yang diperkir.alan tidak dapat ditagih
berdasarkan data historis rumah sakit atau biLa
tidak ada data pendukung yang memadai dapat
menggunakan tabel berikut:
Tabel Cadallgaa Kcruglaa
Plutang

Umur Plutrng Cadangan
Kcrugtrn

. Piutang dengan umur 6- 12
bulan

. Piutang dengan umur di atas
I tahun

,ff/o

100/"

d. Penyisihan kerugian
menggugurkal kewajiban
Rahem Situbondo untuk
piutang dan pengajuan
piutang ke Bupati sesuai
berlaku.

piutang ini tidak
BLUD RSUD dr. Abdoer
memproses penagihan
usulan penghapusan

dengan ketentuan yang

U
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e. Piutang peLayanan yang tidak terbayar atas
permintaan penjamin (diskon atau potongan tarifl
menjadi beban subsidi pasien.

I Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima
atau dihapuskan.

g. Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan
berdasarkan ketentuan yang bertaku.

h. Apabila piutang yarrg dihapuskan lebih besar dari
penyisihan kerugian piutang yang dicadangkan
maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan
kerugian pada periode yang bersangkutan.

i. Apabila terjadi pembayaran setelah piutarrg
dihapuskan maka diakui sebagai prendapatan lain-
lain.

4) Persediaan
a) Definisi

(1) Persediaan adalah:
a. Aset yang tersedia untuk dijual d.l"rn kegiatan

usaha normal;
b. Aset dalam proses produksi dan atau dalam

pe{alanan; dan
c. Aset yang tersedia da]am bentuk bahan atau

perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian
pelayanan, proses produksi, dan mendukung
kegiatan administratif.

(2) Nilai realisasi Netto adalah taksiraa harga penjualan
dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan
taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan
penjualan (kalau ada).

b) Dasar Pengaturan
1) PSAK la para$ai8, 9,2L,23 dan 32;
2) Peraturan Dirjen perbendaharaal Negara Nomor 40

Tahun 2009.
c) Penjelasan

(1) Persediaan yang dimiliki BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo adala-h as€t dalam bentuk balan
atau perlengkapan (suppliesl yang digunakan untuk
mendukung kegiatan operasional, administratif,
barang untuk diiual darl pemberian peLayanal jasa.

(2) Persediaan terdiri dari:
a. Persediaan barang farmasi (obat-obatan dan alkes

habis pakai);
b. Persediaan barang gizii
c. Persediaan barang tehnik;
d. Persediaan barang rumah tangga; dan
e. Persediaan barang lainnya.
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d) Perlakuan Akuntalsi
(1) Pengakuan

a. Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar
biaya perolehan persediaan.

b. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya
pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang
timbul sampai persediaan berada dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual.

c. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual,
kadaluwarsa dan n-rsaf<.

(2) Pengukuran
a. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan
b. Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya

pembelian, biaya konversi dan semua biaya lain
yang timbul sampai persediaan berada dalam
kondisi darl tempat yang siap untuk digunakan
atau dijual (present tocation and conditiorl.

c. Biaya pembelian persediaan meliputi harga
pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, darr
biaya pengangkutan, penanganan dan biaya
lainnya secara langsung dapat didistribusikan
pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa.
Diskon dagang ltrade discountl, rabat, dan pos lain
yairg serupa dikurangkan dalam menentukan
biaya pembelian.

d. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :

1. Jumlah pemborosan bahal, upah, atau biaya
produksi lainnya yang tidak normal;

2. Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut
diperlukan dalam proses produksi sebelum
dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;

3. Biaya administrasi dan umum yang tidak
memberikan sumbangan untuk membuat
persediaan berada dalam alokasi dan kondisi
sekarang;

4. Biaya penjualan.
e. Penurunan nilai persediaan pada periode

pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui
sebagai biaya pada periode berjalan.

f. Persediaan perlengkapan lsupplies) habis pakai
yartg tidak dapat dikaitkan langsung dengan
kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga
perolehannya.

g. Biaya persediaan untuk barang yang laztmrrya
tidak dapt diganti dengan bararlg lain (not ord.inary
intercharlgeable) dan barang serta jasa yang
dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus

U
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harus diperhitungkar berdasarkan identifikasi
kh usus terhadap biaya masing-masing.

f. Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai
tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai
biaya pada periode di mana pendapatan atas
penjualan tersebut diakui. Setiap penurunal nilai
persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi
neto dan seluruh kerugian persediaal harus
diakui sebagai biaya pada periode terjadinya
penurunan atau kerugian tersebut. Setiap
pemulihan kembali penurunan nilai persediaan
karena peningkatan kembali nilai realisasi neto,
harus diakui sebagai pengurangan terhadap
jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya
pemulihan tersebut.

Penyajian
a. Persediaan disajikar pada kelompok aset lancar

dalam neraca,
b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan

sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi neto
(nilai seandainya dijual), mana yang lebih rendah

lThe lower of cost and net realizable ualud1.

c. Persediaan perlengkapan (supptiesl yang tidak
dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan
operasional BLUD disajikan sebesar harga
perolehan.

Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keualgan
antara lain :

a. Persediaan dinilai metode FIFO (frs, inrrst ou,);

b. Dilatukan dengan metode perpetual, untuk
persediaan yang sifatnya kontinyr.r dan
membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-
obatan dan alkes;

c. Dilakukan dengan metode periodik, untuk
persediaan yang sulit diidentifikasi penggunaatrya,
seperti alat tulis kantor, maka pencatatan
dilakukan setiap terjadi penambahan dan
dilakukan stok opname setiap akhir periode;

d. Nilai tercatat setiap persediaan berdasarkan
klasifikasinya dengal memisahkan nilai
persediaan yang dicatat berdasarkan biaya
perolehan dan nilai realisasi netto.

(4)

U



5) Uang Muka
a) Definisi

(1) Uang muka menurut tujuan penggunaanya dibagi
menjadi dua jenis, yaitu uang muka dinas dan uang
muka pembelian barang/jasa.

(2) Uang muka dinas adalah pembayaran di muka untuk
suatu kegiatan mendesak BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo yang belum diketahui secara pasti
jumlah biaya/ pengeluaran yang sebenarnya untuk
kegiatan tersebut dan harus dipertanggung-jawabkan
setelah kegiatan tersebut selesai.

(3) Uang muka pembelian barang/jasa adalai
pembayaran di muka kepada pemasok/rekanan atas
pembelian barang/jasa yang pada saat pembayaran
tersebut dilakukan barang/jasa tersebut belum
diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo dan pembayaran di muka tersebut harus
diperhitungkan sebagai bagian pembayaran
barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b) Dasar Pengaturan
(l) Kerangka Dasar Penlrusunan dai Penyajiar Laporan

Keuangan (KDPPLK) paragraf 89;
(2) PSAK 7 paragraf 42.

c) Penjelasan
(1) Uang muka berfungsi antara lain untuk membiayai

kelancaran biaya operasional BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo maupun pihak lainnya.

(2) Uang muka, antara lain:
a. uang muka dinas; dan
b. uang muka kepada rekanan.

d) Perlakuan Akuntansi
(1) Pengakuan

a. Uang muka diakui pada saat pembayaran kas
sebesar jumlah yang dibayarkan.

b. Uang muka dinas berkurang pada saat
dipertanggungjawabkan.

c. Uang muka pembelian barang/jasa berkurang
pada saat barang/jasa diterima.

(2) Pengukuran
a. Uang muka diakui sebesar jumlah yang

dibayarkan.
b. Pada akhir periode pelaporan, uang muka diakui

sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya
yang belum diakui/ dibiayakan pada periode
berjalan.

u'



f

26

(3) Penyajian
a. Uang muka disajikan pada kelompok pos aset

lancar dalam neraca.
b. Uang muka disajikan secara neto setelah dikurangi

pengakuan/pembiayaan periode berjalan'

(4) Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan antara lain :

a. Nilai pedanjiart;
b. Jangka waktu perjanjian dan pembiayaan tiap

tahun.

6) Biaya Dibayar Dimuka
a) Deflnisi

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka'

yang manfaatnya a-kan digunakan untuk satu Periode atau

lebih kegiatan BLUD RSUD dr' Abdoer Rahem Situbondo di

masa Yang akan datang'
b) Dasar Pengaturan

(1) Kerangka Dasar Pen]rusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan KDPPLK Paragraf 89; dan

(2) PSAK I Paragrel42'
c) Penjelasan

i Biaya dibayar di muka berfungsi antara Iain untuk

membiayai operasional tidak lebih dad l(satu) tahun

setelah tanggal neraca BLUD RSUD dr' Abdoer Rahem

Situbondo'
Biaya dibayar di muka antara lain terdiri :

(1) Premi asuransi; dan
(2) sewa dibayar dimuka'

d) Perlakuan Akuntansi
(1) Pengakuart

a. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat

pengeluaran uang tetapi jasa/prestasi belum

diterima.
b. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa

diterima atau berlalunya waltu penggunaan'

(2) Pengukuran' ' a. Biaya dibayar dimuka dicatat sebesar jumlah yang

dibayarkan.
b. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar di

muka dicatat sebesar nilai barang/jasa/manfaat

atau setaranya yang belum diakui/dibiayakan
pada Periode berjalan.

,l
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| (3) Penyajian
a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok

pos aset lancai dalam neraca.
b. Biaya dibayar di muka disajikan secala neto

r setelah dikurangi pembiayaan setiap periode
pelaPoran.

(4) Pengungkapan
Hal-hal yartg harus diungkapkan, antara lain sebagai

berikut:
a. Nilai pedanjian.
b. Rincian dari biaya dibayar di muka.

'. c. Jangka waktu dan Pembiayaan tiap periode

" pelaporan.

3. A.et Tctap

, a. Defrnisi
1) Aset tetap adalah aset berwujud yang:

a) Dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa,

disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-

hari, atau tujuan administratif, dan
b) Diharapkan untuk digunakao selama lebih dari satu

periode atau 12 (dua belas) bulan.
2) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akarr

diperoleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo saat ini

, d..i pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya

pelepasaar, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi

yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya'

' 3) Umur manfaat adalah :

a) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunalan

' oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo; atau
' b) Jumlah produksi atau unit sempa yang diharapkan akan

diperoleh dari aset tersebut.
b. Dasar Pengaturan

' 1) PSAK 16 paragraf 07,15,23,24,25'26'75 dat76;
2) PS'AK 47 paragraf 08;
3) PSAK 48 paragraf 05; dan
4) ISAK 08 Paragral 06.

c. Penjelasan
1) Aset tetaP antara lain, meliPuti :

a) Tanah;
b) Gedung dan bangunan;

' c) Peralatan dan mesin;

l" at Jalan, irigasi dan jaringan;
e) Aset tetap lainnya; dan

' f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

U
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2) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap apabila biaya perolehan aset

dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa
manfaat ekonomis di masa datang yarg berkaitan dengan aset

tersebut alar mengalir ke dalam BLUD RSUD dr. Abdoer

Rahem Situbondo.
Taksiran umur ekonomis atas perolehan aset tetap diatur
sebagai berikut (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun

2014 tentang KebUakan Akuntansi Berbasis Akrual pada

Pemerintah Kabupaten Situbondo) :

a) Gedung permanen 50 (lima puluh) tahun;
b) Jalan 10 (sepuluh) tahun;
c) Irigasi dan jaringan 30 (tiga puluh) tahun;
d) Peralatar/mesin dar peralatan medis 5 (lima) tahun;

e) Kendaraan bermotor 7 (tujuh) tahun;

0 Komputer 4 (empat) tahun;
g) Peralatan kantor dan meubelair 5 (lima) tahun.

Metode Penjrusuta-n menggunakan metode garis lurus (Straigfu

Line Methol yang harus mencerminkan pola pemanfaatar

ekonomi aset BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo'

Masa manfaat suatu aset tetap harus diteLaah ulang secara

periodik dan jika harapan berbeda secara sigdfikan deogar

estimasi sebelumnya, biaya penlrusutan untuk Periode

sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan'

Apabila manfaat ekonomis suatu aset tetap tidak lagi sebesal

nilai tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar

jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang

tersisa.

I

4)

s)

6)

7) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual

atau dihibahkan) atau apabila aset secara permanen ditarik

dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa

datang yang diharapkan dari pelepasannya'

d. Perlakuan Akuntansi
1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Aset tetap dicatat dengan menggunakan rnodel biaya'

b) Pada awalnya perolehan aset berwujud yang memenuhi

kualifikasi sebagai aset tetap diakui berdasarkan biaya

perolehan. Biaya perolehan aset tetap, t€nah yang

dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya

perolehan dan pengembanga-n tanah, berupa biaya

pematangan talah, di luar biaya yang ditangguhkan akibat

biaya legal Pengurusan hak.

c) Biaya perolehan tanah, antara lain, meliputi :

(1) Harga transaksi pembetian tanah termasuk tanaman,

prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli

kemudian dimusnahkan;

0
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(21 Biaya konstruksi atau pengurukar tarah, bila lahan
tanah diciptakan;

(3) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
(4) Biaya komisi perartara jual beli tanah;
(5) Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam harga tanah;

dan
(6) Biaya pematangan tara}I.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga betinya
termasuk biaya impor dan PPN masukal tak boleh restitusi
(non refundablel, dan setiap biaya yang dapat dikaitkan
secara lalgsung dalam membawa aset torsebut ke kondisi
siap digunakan. Setiap potongan dagang dan rabat
dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang
dapat dikait-kan secara langsung adalah:
(1) Biaya persiapan tempat;
(2) Biaya pengiriman awal (initial deliueryil da,r biaya

simpan dan bongkat r ) t llandling costl;
(3) Biaya pemasangan (i/rstalloftbn cos4; dan
(4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
Biaya perolehal dari masing-masing aset tetap yang

diperoleh secara gabungan ditentukar dengan

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau
pertukaran sebagian untuk suatu aset tetap yang tidak
serupa/tidak sejenis atau aset lain. Biaya dari pos

semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau
diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai
wajar aset yang dilepas setelah disesuaikar dengan jumlah
dana yang ditransfer. (PSAK 16 paragrat 23-26)
Apabila pengeluaran untuk memperoleh suatu barajrg
memenuhi kriteria di bawah ini akan dicatat sebagai aset

tetap:
(1) Nilai kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi
aset tetap,

e)

I
:

c)

(2) Digunakan dalam kegiatan pelayanan, disewakan, atau
tujuan administlatif.

(3) Masa manfaat tebih dari 1 (satu) tahun.
h) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memenuhi syarat berikut:
(U Syarat kualitatif yaitu:

a. Memperpanjang masa manfaat; atau
b. Meningkatkan kapasitas; atau
c. Meningkatkan standar kinerja.

u
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(2) Syarat kuantitatif yang jumlahnya disesuaikar dengan
ketentuan yang berlaku. Sementara ketentuar:r tersebut
belum ada, maka kapitalisasi biaya perbaikan dapat
mengacu pada pedoman sebagai berikut:
a. Gedung, z Rp. 25.ooo.OOO,- (dua puluh lima juta

rupiah).
b. Peralatan Medis, > loolo dari halga perolehan.

c. Peralatan Non Medis, > 2o9lo dari halga perolehaD.

Terhadap aset yang mempunyai komponen yang harus
diganti secara periodik dengar nilai yang material, maka
penggantian bagian tertentu aset tetap diberlal<ukan
sebagai berikut:
(1) Nilai tercatat bagian yang diganti dihentikan

pengakuannya (dikeluarkan dari nilai aset tersebut);
dan

(2) Nilai perolehan bagian yang mengga-ntikan

ditarnbahkan ke nilai tercatat aset tetap.
Contoh: penggantian dinamo motor pada genset.

Pen,'usutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya
untuk periode yang bersargkutan.
Penurunan nilai kegunaan aset tetap dia-kui sebagai

kerugian pada periode terjadinya. Dalam m€ngidentifikasi
terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, paling tidak
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus
mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
(1) Informasi dari luar BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo:
(a) Selarna periode tertentu, nilai pasar aset telah turun

secara signifikan melebihi penurunart akibat proses

normal pen]'usutar (dePresiasi);

(b) Telah teiadi dalam periode tertentu atau akan

terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk
yang signilikan dalarn teknologi, pasar, kondisi
ekonomi atau hukum tempat BLUD RSUD dr.

Abdoer Rahem Situbondo beroperasi, atau dalam
pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset

tersebut; dan
(c) Selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau

tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat,

dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan
nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara

material.

k)

t.

0
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(2) Informasi dari da.lam BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo :

(a) Terdapat bukti mengenai keusangan atau
kerusakan fisik aset;

(b) Telah terjadi atau akarr terjadi dalam waktu dekat
perubahan signifikan yang bersifat merugikan
sehubungan dengan cara penggunaar aset;

(c) Terdapat bukti dari pelaporal internal yang
menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak
memenuhi harapan atau akal lebih buruk dari yang
diharapkan;

(d) Aset yang pada tahun terakhir sebelumnya
disajikan sebesar nilai pakainya; dan

(e) Aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil
dari atiran kas taksiran, sebelum diperhitungkan
diskonto.

(3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
penghentian atau pelepasarl suatu aset tetap diakui

t' sebagai keuntungan atau kerugial lainlain dalam
laporan Operasional.

r 2l Penyajian
' a) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset

tersebut dikurangi akumulasi penlrusutan.
b) Tanah disajikan sebagai bagial kelompok aset tetap

sebesar biaya perolehan.

3) Pengungkapan

. l,aporan keuangan mengungkapkal, untuk setiap kelompok

aset tetap:
a) Dasar pengukuran yang digunakan dalarn menentukan

jumlah tercatat bruto;
b) Metode penlrusutan yang digunakan;
c) Umur manfaat atau tarif pen5rusutan yang digunakan;
d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan

(dljumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai)
pada awal dan alhir periode; dan

e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dal alhir periode

Yang menunjukkan:
(1) Penambahan;
(2) Rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan

operasional;
(3) Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laporan

Operasional, jika ada;
(4) Penyrsutan; dan
(5) Perubairan lain.

u
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Laporan keuangan juga mengungkapkan:
a) Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak rnilik, dan aset

tetap yang dijaminkan untuk utang;
b) Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat

aset tetap yang sedalg dalam pembangunan;
c) Jumlah komitmen kontral<tual dalam perolehan aset tetap;
d) Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap

yang mengalami penumnatr nilai, hilang atau dihentikan
yang dimasukkan dalam laporan Operasional, jika tidak
diungkapkan secara terpisah pada laporan Operasional.

e) Konstruksi Dalam Pengedaan (KDP), dicatat sebesar nilai
pekerjaan yang sudah dibayar.

Arct Tldak BerPujud
a. Definisi

1) Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat
diidentifrkasi darl tidak mempunyai wujud frsik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan
barang atau jasa, disewalart kepada pihak lainnya, atau untuk
tujuan administratif.

2) Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau
pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan
produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa

yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang

substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau
pemakaian.

3) Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak
berltrrjud yang dapat didepresiasi selama masa marfaat aset

tersebut.
4) Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yarg

dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan
pengetahuan dan pema-haman teknis atas ilmu yang baru.

Dasar Pengaturan
PSAK 19 paragraf 20,21,23,36, 39, 58 dan 67.
Penjelasan
1) Aset tidal< berwujud harus memiliki karalteristik sebagai

berikut :

a) Dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud lisik;
b) adanya pengendalian sumber daya; dan
c) adanya manfaat ekonomis di masa depan.

Jika suatu aset ini tidak memenuhi karalteristik tersebut,
maka pengeluaran yang dilakukar untuk memperoleh atau
menciptakan sendiri aset tersebut diperlakukan sebagai biaya
pada saat terjadinya. Namun, jika aset tersebut diperoleh
dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi,
maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari
muhibah (Goodwill) yang diakui pada tanggal akuisisi.

b.

c.
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2) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mungkin memiliki
karyawan terampil atau program (seperli program pelatihan)
untuk mendorong para kaqrawan agar dapat menguasai
keterampilan yang dibututrkan. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo biasanya juga berharap ba-hwa para karyawan
tersebut menerapkan keterampilannya secara optimal pada
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo. Namun, BLUD
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum tentu dapat
mengendalikan manfaat ekonomis masa depan yang timbul
dari para karyawan terampil tersebut atau dari kegiatan
pelatihan sehingga sulit bagi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo untuk menggolongkan kedua hal tersebut sebagai

aset tidak bert'ujud. Dengar alasan yalS sama, sulit bagi

BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk
menggolongkan talenta teknis atau manajemen khusus sebagai

aset tidak berwujud, kecuali BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo memiliki hak hukum yang memungkinkannya
untuk menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis
masa depan dari talenta tersebut dan syarat-syarat lain dari
karakteristik aset tidak berwujud dipenuhi.

3) Pengeluaran untuk riset tidak diakui sebagai aset tidak
berwujud. Contoh-contoh kegiatan riset adalah:
a) Kegiatan yang ditqiukan untuk memperoleh pengetahuan

baru;
b) pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset

atau pengetahuan lainnya;
c) pencarian alternatif bahan baku, peralatar, produk,

proses, sistem, atau jasa; dan
d) perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai

altematif kemungkinan bahan baku, peralatan, Produk,
proses, sistem, atau jasa.

4) Pengeluaran untuk pengembangan dialui sebagai aset tidak
berwujud sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang
diatur datam PSAK 19 paragraf 39. Contoh-contoh kegiatan
pengembangan adalah:
a) pengembangan piranti lunak (soTtucre komputer);
b) desain, konstruksi, dan pengujian prototipe dan model

sebelum produksi;
c) desain peralatan, cetakan dan pewarnaan yang melibatkan

teknologi baru;
d) desain, konstruksi, dar operasi pabrik percontohan yang

skalanya tidal< ekonomis untuk produksi komersial; dan
e) desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku,

peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau
yang diperbaiki.
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5) Biaya perolehan aset tidak berwr-rjud yang dihasilkan sendiri
terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung,
atau dapat dia-lokasikal atas dasar yar:rg rasional dan
konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan
mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan
sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup,
apabita dapat diterapkan:
a) pengeluaran untuk bahar baku da.It jasa yang digunakan

atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
b) gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari

pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkar aset
tersebut;

c) pengeluaral yang larrgsung terkait dengan dihasilkannya
aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan
amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk
menghasilkan aset; dan

d) yang dibutuhkar untuk menghasilkan aset dan yang dapat
dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten
kepada aset tersebut (contohnya, alokasi dari depresiasi
aset tetap, premi asuransi, bunga pinjamal, dan sewa).

6) Hal-hal berikut bukan merupakan komponen biaya perolehaa
aset tidak berwujud yang diciptakan sendiri:
a) biaya penjualan, biaya administratif, dafr biaya overhead

lainnya, kecuali pengeluaran ini khusus dilakukan untuk
mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan;

b) inehsiensi dan keteridentifikasian kerugian awal operasi
secara jelas yang terjadi sebelum aset yang bersangkutal
mencapai kinefa yang direncanakan; dan

c) pengeluaran pelatihan para pegawai untuk
mengoperasika! aset.

7) Contoh pengeluaran lainnya yang diakui sebagai biaya pada
saat terjadinya adalah:
a) Pengeluaran untuk kegiatan perintisan (biaya perintisar),

kecuali apabila pengeluaJan ini termasuk dalam biaya
perolehan pos aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK
16: Aset Tetap dan Aset Lain-Lain;

b) pengeluaran untuk kegiata-n pelatihar;
c) pengeluaran untuk kegiatan periklanan dan promosi; dan
d) pengeluaran dalam rangka realokasi atau reorganisasi

sebagian atau seluruh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo.

d. Perlakuan Akuntansi
1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya dana
untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya
perolehannya.
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b) Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai biaya
pengembangan yang ditangguhkan.

c) Aset tidak berwujud berkurang pada saat diamortisasi
sebesar jumlah alokasi yang sistematis.

d) Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai
biaya amortisasi pada saat terjadinya.

2) Penyajian
, Aset tidak berwujud disajikan sebagai aset sebesar biaya
, perolehannya dikuraagi akumulasi amortisasi dan akumulasi

rugr penurunan nilainya,
3) Pengungkapan

Hal-hal yarlg harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut:
a) Golongar Aset Tida.k Berw'ujud yang dihasilkan sendiri dan

aset tidak berwujud lain.
b) Masa manfaat dan metode amortisasi yalg digrnakan.
c) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal

dan akhir periode.
d) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat

amortisasi aset tidak berrmrjud.
, e) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode.

,{ 0 Alasan BLUD RSUD dr- Abdoer Ralem Situbondo jika

g) Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak bereujud yang hak
penggunaannya dibatasi dan ditentukal sebagai jaminan
atas utang.

h) JuII ah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.

5. Asct L.lttlya
a. Definisi

t Aset lainnya ada.lah aset BLUD selain aset lancar, investasi jangka
panjang, dan aset tetap, yang terdiri atas :

1) aset sewaan;
2) aset yang tidak digunakan;
3) biaya yang ditangguhkan;
4) dan sebagainya.

b, Dasar Pengaturan
1) PSAK I paragral2g, 42, 51 52i dan '€
2) PSAK 16 par"8jral T6 dal] 77.
3) PSAK 30 paragral O4, O8 dan 10;

4) PSAK 39 paragraf 11, !3,20 dan22',
c. Penjelasan:

1) Aset Sewaan:
a) Aset sewaan lLeased Assetl adalah aset yang diperoleh

melalui perjanjian sewa yalg diklasifrkasikan sebagai sewa
pembiayaan.
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Sewa (rease) ada.lah suatu perjanjian dimana lessor
memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu
aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai

imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau
serangkaian pembayaran kepada lessor.
Sewa pembiayaan lFinane lea,se) adalah sewa yarg
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan
manfaat yang terkait dengan kepemitikan suatu aset. Hak
milik pada akhimya dapat dialihkan, dapat juga tidak
dialihkan.

d) Sewa operasi loperating leasQ adalah sewa selain sewa
pembiayaan.
Aset Tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa (trease),

secara Capital le@se, sedangkan jika dilakukan dengan
Operatinq Lease lidat dicatat sebagai aset tetap.
Klasilikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa

operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan
pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang
individual atau gabungar dalam kondisi normal mengarah
pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan
adalah:
(1) selra mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada

a.khir masa sewa;
(2) lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga

yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada

tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada

awa.l sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan
dilaksanakan;

(3) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur
ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;

(4) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran
sewa minimum secara substansial mendekati nilai
wajar aset sewaan; dan

(5) aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee

yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi
secara material. (PSAK 30 paragraf 10)

Indikator dari situasi yang secara individual ataupun
gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa
diklasifrkasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:
(1) Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor

yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee;

(2) Laba rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibiayakan
kepada lessee (sebagai contoh, dalam bentuk potongan
ha-rga renta-l dan yang setaJa deogan sebagian bcsar
hasil penjualan residu pada akhir sewa); dan

I
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d.

(3) I€ssee memiliki kemampuan untuk melarjutkan sewa
untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara
substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. (PSAK

30 paragraf 10)
2) Aset yang tidak digunalan

Aset yarg tidak digunalan adalah aset BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo yang tidak digunakan untuk operasional
BLUD RSUD dr. Abdoer Ra|em Situbondo dan tidak
memberikan manfaat ekonomis pada tanggal pelaporan,
misalnya rumah peristiraiatan; piutang dalam proses
penghapusan; persediaan yang eryired, kas dan setara kas
yang dibatasi penggunaannya, aset tetap yang rusak dan aset
tetap baru yang belum digunakan.

Perlakuan Akuntansi
1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Aset sewa :

(1) Pengakuan Awal
Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa
pembiayaan sebagai asset dan kewajiban dalam neraca
sebesar nilai wajar asset sewaan atau sebesar nilai kini
dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih
rendah dari nilai wajar.

(2) Pengukuran Setela-h Penga-kuan AwaI
Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara
bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang
merupakan pelunasan kewajiban. Biaya keuangan harus
dialokasikan ke setiap periode selama rrasa sewa

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat
sulnr bunga periodik yang konstan atas saldo kewqjiban.

b) Aset yang dihentikan penggunaanya dal masih
dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak
disusutkan.

c) Biaya tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang
masa manfaatnya belum jatuh tempo.

2) Penyajiarr
a) Biaya tangguhan untuk pengurusan legal hak atas tanah

disajikan sebagai Biaya Tangguhan Hak atas Tanah dalam
neraca.

b) Aset yang diperoleh dengan cara sewa pembiayaan
disajikan sebagai aset sewa dalam kelompok aset lainnya.

3) Pengungkapan
Hal-hat yang harus diungkapkan, antaia lain :

a) Kebijakanakuntansi.
b) Rincian aset lainnya.
c) Junlah biaya pengembangan yang diakui sebagai biaya

dalam periode berjalan.
d) Metode amortisasi dan masa manfaat.
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B. AXI' 'TAflAI XBWA.'IBAI{
1. Pengertian dan Karakeristik
. a. Kewajiban adalah utang BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo

' masa kini yang timbul dari peristiwa nasa la-lu, penyelesaiannya
diharapkan mengakibatkal arus keluar dari sumber daya BLUD
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang mengandung manfaat
ekonomi.
1) Karakteristik esensial kewajiban (Liabilitiesl adalah bahwa

BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mempunyai
kewajiban (Obligation) masa kini. Kewajiban merupakan suatu
tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk
melaksalakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat
dipaksakan menurut hukum sebagai konsekwensi dari kontrak
mengikat atau peraturan perundang-undangan. Misalnya,
deogan disertai junlah yang terutang untuk pembayaran
barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat
timbut dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan
keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yarlg baik atau
bertindak dengan cara yang adil. Misalnya, sebagai suatu
kebijal<an, BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
memutuskan untuk menarik kembali produknya yarg cacat
meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang
diharapkan akan dibayarkan sebagai pengganti produk ya-ng

cacat tersebut merupakan kewajiban.
2) Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa

depan. Keputusan malajemen BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo untuk membeli Aset di masa depan tidak dengan
sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajibal biasanya
timbul hanya kalau Aset telah diterima atau BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo telah membuat perjanjian yang tidak
dapat dibatalkan untuk membeli Aset. Hakekat petjanjian yang
tak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi
berupa keluarnya sumber daya kepada pihak lain apabila
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo gagal untuk
memenuhi kewajiban tersebut.

3) Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya metibatkan BLUD
RSUD dr. Abdoer Ra-hem Situbondo untuk menyerahkan/
mengorbankan sumberdaya yang memiliki manfaat masa
depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain.
Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan
berbagai cara, misalnya, dengan:

, a) Pembayaran kas;
' b) Penyerahan Aset lain:

: c) Pemberian jasa;

. d) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban
lain;atau

e) Konversi kewajiban menjadi Ekuitas.
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Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti
kreditor membebaskan atau membatalkar haknya.
Kewajibar timbul dari transaksi atau peristiwa masa la.lu. Jadi,
misalnya, pembelian barang atau penggurraan jasa
menimbulkan utang usa-ha (kecuali kalau dibayarkan dimuka
atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjamaa bank
menimbulkar kewajiban untuk membayarkan kembali
pinjaman tersebut.
Beberapa jenis kewajiban hairya dapat diukur dengan
menggunakan estimasi dalam der4iat yang substalsial. Secara
umum, kewajiban ini disebut sebagai kewajiban diestimasi

@rouisionl. Dalam pengertial sempit, kewajibar diestimasi
semacam itu tidak dipandarg sebagai kewajiban karena
kewajiban hanya mencalupi jumlah yang dapat ditentukan
tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian, definisi
kewajibal da.lam angka 1 mengikuti pendekatan luas. Jadi
kalau kewajiban diestimasi menyangkut kewajiban masa kini
dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka
pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun
jumlahnya hanya diestimasi. Contohnya, kewajiban diestimasi
untuk pembayalan yaig akan dilalukan terhadap garansi
berjalan dan kewajiban diestimasi untuk menutup kewajiban
manfaat pensiun.
Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan
bahwa pengeluaran sumber daya yaflg mengandung manfaat
ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
(Obligatian) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikart
dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diklasifrkasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jargka panjang.
Suatu kewajiban diklasifrkasikan sebagai kewajiban jangka
pendek, jika:
a) Diperkirakal akan diselesaikan dalam jangka walrhr siklus

normal operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo; atau

b) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari
tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikan dengan cara
yang serupa dengan aset lancar. Beberapa kewajiban jangka
pendek seperti utang dagang dan biaya pegawai serta biaya
operasional lainnya membentuk sebagian modal kerja yang
digunakan dalam siklus operasional normal BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo. Pos-pos operasional seperti itu
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek walaupun
pos-pos tersebut diselesaikan dalam jargka waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

tl

6)

7l

8)

e)
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1o)Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang tidak
diharapkan diselesaikan dalam jangka waktu siklus
operasional normal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
atau 12 (dua belas) bular setelah tanggal neraca, atau juga
bisa diartikan semua kewajiban selain yang diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka pendek.

11) Kewajiban jangka panjang tetap dikategorikan kewajiban
jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh
tempo dalam jargka waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca apabila:
a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waltu lebih

dari 12 (dua belas) bulan;
b) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo bermaksud

membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan
jangka panjarg; dan

c) Maksud pada point 2). didukung perjanjian pembiayaar
kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi
disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban Jangka Pendek
a. Definisi

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo kepada pihak lain yang terjadi karena
peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan
sumber daya ekonomi dari aset lancar atau dengan menimbulkan
utang lancar lainnya dimasa datang selama jangka waktu tidak
lebih dari satu tahun.

b, Dasar Pengaturan
1) Kerangka Dasar PenJrusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

(KDPPLK) para$af 91
2) PSAK 1 paragra-f 44

c. Penjelasan
1) Kewajiban ja.r:gka pendek dikatakan sudah pasti apabila

memenuhi dua syarat:
a) besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan; dan
b) dapat diukur dengan andal.

2) Jenis kewajiban jangka pendek, antara lain:
a) utang usaha yaitu kewajiban yang timbul karcna

pengadaan bahar obat-obatan, investasi, dan penerimaan
jasa untuk pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD dr. Abdoer
Ralem Situbondo-

b) uang muka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien
sebagai pembayaian dimuka untuk biaya perawatannya.

c) pendapatan yang diterima dimuka yaitu penerimaan uang
dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo belum

,I
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memberikan manfaat ekonomis jasa tersebut kepada pihak
ketiga, misalnya penerimaan sewa dimuka.

d) Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang
sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagial
biaya/bunga yang telah diakui, sampai tanggal neraca
tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo.

e) Dana pihak ketiga yang timbul karena pungutan sebagai
wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai
ketentuan yarg berlaku.

0 Klaim dari pasien yang telah disahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang bertaku.

g) Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo yaitu
bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo
dalam periode berjalan atau akarl dilunasi kurang dari satu
tahun, misalnya bagian dari pinjaman jangka panjang
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo kepada bank
atau pihak lainnya yang segera jatuh tempo.

h) Utang pembelian Aset tetap segera jatuh tempo yaitu
bagian utang yang timbr. karena pembelian Aset tetap
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang telah jatutr
tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang
dari satu tahun.

i) Utang kepada kas Negara yaitu uang yang harus disetor ke
kas Negara per tanggal neraca.

d. Perlakuan Akuntansi
1) Pengal<uan

a) Utang usaha diatui pada saat:
(1) Transaksi pengadaan material dan jasa lainnya telah

memberikan kewenaagan kepada BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo untuk memiliki/me nerima
dan mengendalikan sumber daya ekonomi (barang dan
jasa) yang bersangkutan; dan

(2) Timbulnya kewajiban BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo untuk membaya_r atau menyerahkan sumber
daya ekonomi lain yang harus diselesaikan datam
jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, yang
dibuktikar dengan terbitnya berita acara penerimaan
barang atau dokumen yang sejenis.

b) Uang muka pasien diakui pada saaat diterimanya uarg
dari pasien daJl BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.

c) Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimarya
uang dari pihak ketiga dan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo belum menyerahkan/memberikan manfaatI ekonomisnya kepada pihak ketiga tersebut.

U
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d) Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo telah menerima
marfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo belum melunasi pembayaran
atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.

e) Utang Pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telal
mewajibkan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan
peraturan porundang-undangan yang berlaku.

f) Utang lainlain yang berasal dari utang jangka panjartg
dialui pada saat utang tersebut segera jatuh tempo pada
periode berjalan atau kurang dari satu tahun.

2) Pengukuran
a) Kewajiban lalcar berkurang pada saat pembayaran/

pelunasan oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
b) Kewajiban larcar dinilai sebesar jumla-h rupiah atau nilai

tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada
pihak lain atau sebesar utang larcar baru yang timbul
untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

3) Penyajian
a) Kewajiban Lancar disajikan dalam neraca yang terdiri dari:

Utang usaha, uang muka pasien, pendapatan yang

diterima dimuka, biaya yang harus dibayar, utang pajal(,

dan utang lain-lain.
b) Apabila terdapat akun-akun lain yang jumlahnya material

dapat dibentuk pos tersendiri.
4) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain, sebagai berikut :

a) Jumlah dan rincian jenis utang usaha.
b) Jumlah dan rincial jenis uang muka pasien.

c) Julnlah darl rincian jenis pendapatan yang diterima
dimuka.

d) Jumlah da:rr rincian jenis biaya yang masih harus dibayar.
e) Jumlah dan rincian jenis utang pajal.
f) Jumlah dan rincian jenis utarg lain-lain yang berasal dari

utang jangka panjang yang segerajatuh tempo.
g) Jumlah dan rincian kewajiban lancar.

Kewajiban Jangka Panjang
a. Dehnisi

Kewajiban jangka panjang adalah kewajibar BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo kepada pihak lain yang timbul karena
peristiwa masa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan
sumber daya ekonomi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
dimasa datang selama jangka waktu lebih dari satu tahun.

3.

,,
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b. Dasaj Pengaturan
1) PSAK I paragral44 daJ] 47;
2) PSAK 50, Instrumen Keuangan: penyajian dan pengungkapan;

dan
I 3) PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan Dan Pengukural.
I c. Penjelasan

Kewajiban jangka panjang antara lain :

1) Kredit investasi;

, 2l Pinjamar jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan
lainnya;

d. Perlakuan Akuntansi
1) Pengaluan dan Pengukuran

a) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLUD RSUD

dr, Abdoer Rahem Situbondo mencairkan dana kewajiban
jangka panjang tersebut dari pihak pemberi pinjaman.

b) Kewajiban jangka panjang diukur sebesar jumlah dana
hasil pencairan yang diperoleh ditambah biaya transaksi.

c) Selisih antaia huruf (b) dengan jumlah pokok diamortisasi
dengan menggunakan suku bunga efektif.

d) Amortisasi tersebut diakui sebagai biaya bunga.
2) Penyajian

a) Kewajiban jangka panjang disajikan sebesar biaya
perolehan yang diamortisasi (sisa utartg yarlg belum
dibayar ditambah biaya transaksi yang belum
diamorlisasi).

b) Kewajiban jangka panjang yang segera jatuh tempo

direklasifikasikan ke kewajiban jangka pendek.

3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan, antala lain, sebagai berikut :

a) Jumlah rincian jenis kewajiban jangka panjaag.
b) Karakteristik umum setiap kewajiban jangka parjang

termasuk informasi tingkat bunga dan nama pemberi
pinjaman.

c) Jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, jadual
angsuran atau pembayaran, dan jaminan pinjamal.

d) Hal-hal penting lainnya, misalnya persyaratan kredit
(pinjaman) yang tidak dapat dipenuhi.

C. AKI'ITTAITSI EKI'ITAS
1. Pengertian Dan Karakteristik

a. Ekuitas adalah hak residua.l atas aset RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo setelah dikurangi semua kewajiban;
b. Ekuitas RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo tidak terbagi atas

saham-saham; dan

I
I
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c. Ekuitas sebagai bagian dari pemilik (Pemerintah) harus dilaporkan
sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi me ngenai
sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan standar akuntansi.

2. Ekuitas
a. Definisi

Ekuitas adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi
untuk tujuan tertentu oleh penyumbang atau hasil operasional
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
Ekuitas RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo antara lain meliputi :

1) Ekuitas AwaI
Merupakan hak residual awal BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada

saat pertana kali BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh
untuk tujuan tertentu.

2) Surplus & Defisit Tahun Lalu
Merupakan akumulasi surplus darl defrsit pada periode

sebelumnya.
3) Surplus & Defisit Tahun Bedalan

Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurargi seluruh
1 biaya pada tahun berjalan.
' b. Penjelasan

Ekuitas meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang,

' sumbangan, dan hasil investasi, dikurangi biaya untuk
memperoleh pendapatan tersebut.

c. Perlakuan Akuntansi
1) Pengakuan dan Pengukural

Ekuitas diakui pada saat ditetapkannya nilai kekayaan BLUD
i oleh pejabat yang berwenang;

. a) Ekuitas diakui pada saat diterimanya bantuan hibah dari
pemerintah berupa aset yang tidak tercantum dan bukan
merupakan bagian dalam DPA BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo; dan

b) Ekuitas diakui pada saat terjadinya perubahan nilai aset
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo sebagai alibat
revaluasi dan disahkan oleh menteri keuangan, dan
menambah nilai ekuitas awal.

c) Pengurangan ekuitas berasal dari defisit hasil usaha
operasional BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

2) Penyajiart
Ekuitas disajikan dalam neraca sebesar saldo ekuitasnya,
kemudian dirinci sesuai jenis ekuitas (ekuitas awal, surplus defisit
tahun lalu, surplus defisit tahun bedalan, ekuitas donasi).

3) Pengungkapar
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan
artara lain informasi mengenai sifat ekuitas.

UI
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D. ILUATRAAI trOR.UAT ITERACA
IIAAUPATEI| SITUBOI{IX'

BLUD RSIrD dr. ABDOER RAHEU
NERACA

Pc. 31 Descmber 2W daa 3l Desember 2Oxl' (dalam Rupiah)

UralrE JuaLh
T.hu! 2On2 Tahun 2(Lrl

asErisEt xcAR
I(.r

Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bank

4utsng
Piutang

BcrsGdl.a.ojtPersediaan Barang Pakai Habis
. Persediaan Obat-obatan

xro(
xxx
xxx
xxx
xro(
,oo(
,oo(
too(

,<roa

xra<
xroa
,o(x
,oq
,ooa
xE<

' JuDlah A.Gt Lalcar xrr fti
ASET TETAP
Ta!ah

Ta'rah
Pcr.Ltan de! Ucdn

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat-alat Kedolderan

Gctlung dan Brnluaa!
Bangunan Gedung

JaL!, Idgrrt (t.! J.dnga!
Jalan, Irigasi da! Jaringan

Asct Tet p Lrlnlys
Buku dan Perpustakaan
Hewan Ternaj< dan Tumbuhan

Atuauleal oattvuautart

xjo(

xroa
xro(

,ooa

,aroa

xroa
xro<

I xxx)

xxx

toaK
)oo(

,oo(

,aloa

,oot
,<Ea

Jnnl.h Arot Tctrp TE xtx
ASEit L/UN![YA

Aset Tak berwujud
Aset Lainnya

AluauLal DolrYua[t r
x)o(
>oo(

( )oo.l

,oo<
B

I )oo.)

Ju!!h.h Alct Lrlnlya xEa tr
JUMLAH ASET aEr tctar

rE{IAJ!BAN
KEWA'IBAN JANGXA PEITDDX
Utang usaha
Biaya yang ha.rus dibayar
Pendapatan diterima di muka

xro<
xro<

E9(
s(
&(

JuDL.h Lsrrllb.n B TEI
EI'I'ITAS
Ekuitas tidak terikat x)o( ra

Jutd.h Elutt.. TE IiR

JUMLAII I'EWAJIBAN DAN EKIJITAS DANA tEtt trl

Situbondo,

Direktur
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I.

LAFORA.IT OPERASIOf,AL
A. AXI'ITTAITSI PII|DAPATAIT

1. Pengertian dan Karakteristik

I
.2.

a. Pendapatan (revenuesl adalah arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo selama suatu periode, bila arus masuk
itu mengakibatkan kenaikan ekuitas.

b. Penghasilan liname) addah kenaikan manfaat ekonomi selama
suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahal
aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanarn modal
(penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup
pendapatan dan keuntungan.

Dasar Pengaturan
a. Kerangka Dasar Penlrusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

(KDPPLK) pare€.ra! 92;
b. PSAK 12 paragraf 03, 11, 12 dan 13;

c. PSAK 23 paragraf 13 dan 19;

d. PSAK 39 para$af 25, 26 dan 31;
e. PSAK 57 paragaf 32, 33, 34 dar 35;
f. PSAK 1O5 paragraf O4, 10 da.II 11; dan
g. PSAK 106 paragral 04, 05, 09, ll dan 23;

3. Penjelasan
Pendapatan BLUD diklasifrkasikan ke dalam :

. a, Pendapatan Usaha dari Pelayanan

, Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbala:n atas
barang/jasa yang diserahkar kepada masyaralat. Pendapatan

, usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci antara lain, terdiri
dari:
1) Pendapatan usaha rawat jalan;
2) Pendapatan usaha rawat darurat;
3) Pendapatan usaha rawat inap.
Hibah
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau
badan lain tanpa adanya kewajibarr bagi BLUD RSUD dr. Abdoer

Rahem Situbondo untuk menyerahkan barang/jasa.
Pendapatan APBD/APBN
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD/APBN dan
tertuang dalam bentuk DPA BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo untuk membiayai operasional maupun kegiatan
investasi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
Pendapatan Usaha l,ainnya
Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kedasama
dengan pihal lain, sewa, jasa lembaga keuangar:r, darr lain{ain
pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan
tugas dan fungsi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

b.

c.

U

d_



4.

47

Perlakuan Akuntansi
a. Penga-kuan

l) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui ketika hasil suatu
transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi
dengar andal, pendapatan sehubungan dengan transalsi
tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat
penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu
transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi
berikut ini dipenuhi:
a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengal anda.l;
b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan

dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal

neraca dapat diukur dengan andal; dan
d) Biaya yang tedadi untuk trarlsal<si dan untuk

menyelesaikan transalsi tersebut dapat diukur dengan
andal; (PSAK 23 Paragraf 1.9 tentang pendapatan)

2) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat
pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul
sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkar
kepada masyarakat.

3) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka
pendapatar jasa layanan tidak diakui lstqpi diungkapkan
sebagai aset kontijensi.

4) Pendapatan dari APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran
belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

5) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak
kepemilikan berpindah.

6) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima
oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

b. Pengukuran
1) Pendapatan usaha dari jasa layalan dan pendapatan usaha

lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau
yarg dapat diterima.

2) Pendapatan dari APBD/APBN dicatat sebesar nilai
pengeluaran bruto belanja pada SPM.

3) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.

4) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas
yang diterima oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

5) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan azas bruto
c. Penyajiar

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan
untuk setiap jenis pendapatan.

d. Pengungkapan
Rinciar jenis pendapatan diungkapkan pada catatarl atas
laporan keuangan.

I
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AI(T'ITIAITSI BIAYA
1. Pengertian dan kara.kteristik

Biaya adalah penurunEm manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset
atau terjadinya kewajibar yang mengkibatkan penurunan ekuitas.

2. Dasar Pengaturan
a. Kerangka Dasar Penlrusunan dan Penyajian l,aporan Keuangan

(KDPPLK) paragraf 94 dan 95; dan
b. PSAK 1 paragraf 19.

3. Penjelasan
Biaya BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo diklasifikasikan ke
dalam :

a. Biaya Pelayanan
Merupakan seluruh Biaya yang terkait langsung dalam
pelayanan kepada masyarakat antara Lain meliputi biaya
pegawai, biaya pemakaian persediaan torrtasilgizt, biaya jasa
layanan, Biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya subsidi
pasien, biaya penjrusutan darl biaya lainJain yang berkaitan
langsung dengan pelayanan lainnya yang diberikan oleh BLUD
RSUD dr. Abdoer Ralem Situbondo.

b. Biaya Umum dan Administrasi
Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan
biaya yang bersifat urnum dan tidak terkait secara largsung
dengan kegiatan pelayanan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo. Biaya ini artara lain meliputi biaya pegawai, biaya
administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan
daya dan jasa, biaya penlusuta-n, biaya amortisasi, biaya
promosi, biaya premi asuransi, biaya penyisihan kerugian
piutang dan biaya umum dal administrasi lainnya.

c. Biaya Lainnya
Merupa-kan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
biaya layanan serta biaya umum dan administrasi. Biaya ini
antara lain meliputi biaya bunga dan administrasi bank.

Perlakuan Akuntansi
a. Pengakuan

1) Biaya diakui pada saat timbulnya biaya tersebut sebesar'
jumlah yang digunakan untuk pelayanan BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo, jumlah yang telah dibayar, jumlah
yang harus dibayarkan, jumlalr yarlg diestimasi atau sebesar
jumlah yang dialokasikan. Terhadap biaya-biaya yang tidak
dapat diidentifikasikan ke salah satu kelompok biaya secara
pasti, besarnya proporsi yang dialokasikan ke dalam
kelompok biaya pelayanan dan biaya umum & administrasi
sesuai dengan kebijakan masirtg-masi4g BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo.

2) Biaya yang masih harus dibayar, diestimasi atau dialokasikan
diakui pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporar.

u
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b. Pengukuran
Biaya dan kerugian dicatat sebesar :

1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran
tersebut dibayar pada periode bedalar;

2) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa
yang akan datang;

3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yalg
telah dikeluarkan;

4) Jumlah kerugian yang terjadi.
c. Penyajian

Biaya dikelompokkan tersendiri darr disajikan dalam laporan
Operasional sebagai pengurang pendapatan usaha.

d. Pengungkapan
1) BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus

mengungkapkan rincian biaya berdasarkan jenisnya dalam

r catatar atas laporan keuangan.
' 2l Tambahan pengungkapan untuk estimasi dari PSAK 57.

U
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C. ILUSTRASI L.IIF'ORAI{ OPERASOI{AL
BLUD R8I,D dT. ABDOER RAHEII SITUBONDO

I"APORAIT OPERASIOITAL
UNTI'I( PERIODE YA,![G BERAKHIR AAMPAI DEI{OAIT 31 DESEUBER

2Ox2 DAII 2OXl

NO I'RAIAN TAIIUI 2Or2 TAIIUI| 2orl
PEITDAPATAI{
Pord.pat D UsaL. da.rt J..a
DGhvsnan

a. PendaDatsn Bunca Ballk xro<

b. k:daatan h.*alad Ga*Et Danrat ,a< )@(
c. Rnd@atdl hstalasi Rar\ dJdrn ,aroa ,6
d. krdamitrl [:rstelesi Raq,* heD
e. FendaDddrlst lEsi BedBh S€rrtrel )ooa xroa
f. Pendaoatan Instalasi Laborat ,oo< ,c
e. PendaDatanlnsta.lasiRadioloei ,lro< E<
i- PendaDatan HD xroa ,oo<
i- Pendapatan Instalasi Farmasi ,oo< ,8
k. PendaDatanArnbulence
l. Fsldeafer Pa*iI dtrr Sev,a Irhan
m. Pendapatar Diklat )og ,E'
JI'ILAII PEI|DAPATIN ,lta B

ll BIAYA OPERASIOI{AI
A. Biaya Pelavanan

a. Biaya Pesawai )ffi ,G
b. Biava Bahsn ,ooa ,<roa

c. Biava Jasa Pelavansn &a
d. Biava Pemeliharaen ,OB x
e. Biava Ba.rans dan Jasa
f. Biaya Pelayalran Lain-lain ,oo< ,oo<
JI'If, LIIII BIAYA PEIIIYANAIf xtx xr

B. Blava Utlua dan Ad.ntaLtre.l
a. Biava Pesawai ,oq
b. Biaya Administrasi Kantor xro<
c. Biaya Pemeliha.raan x
d. Biava Ba.rans dan Jasa ,OG >6
e. Biaya promosi xro< ,oo(
r Biaya Umum dan Administrasi" Lain-lain ,oq xx
JUMLAH BIAYA I'MI'M dAN
ADMIMSTR.A.SI xtar

JI'ULAH BIAYA OPERASTONAI ftt lat
n BIAYA NOI{ OPERAAIOI{.AI

^ Biaya pengemba.lian / retumo bia.,, Delevenen keseheten )oB
b. Biava Admiristrasi Bank ,oo< E

". i:i# 
*.*o* Penjualan Aset

)oo( ,<toa
JI'f,LAII BIAYA I{OII PERAAIOI{AL E

JI'MLAII BIAYA ttt E
SURPLUS / DEFISIT .LO rEa R
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V. L+PIORAN ARUS KAS
A. i PEITOERTIAJT

1. \ru{r
t lnformasi tentang arus kas suatu BLUD RSUD dr, Abdoer Rahem
. Situbondo berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai

dasar untuk menilai kemampuan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara
kas serta menilai kebutuhan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo untuk mengunakan arus kas tersebut. Dalam proses
pengambilan keputusar ekonomi, para pemakai laporan keuangan
perlu melakukar evaluasi terhadap kemampuan BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo dalam menghasilkan kas dan setara kas
serta kepastian perolehannya.
Tujuan pernyataan ini adalah memberikan informasi historis
mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo melalui laporal arus kas yang
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional,
investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi.

2. Rurog LtEgtup
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus menJrusun laporan
arus kas sesuai dengan persyaratan da.lam pernyataan ini harus
menyajikan laporan tersebut sebagai bagial dari yang tidak
terpisahkan (integral) dengan laporai keuangan untuk setiap periode

;r penyajian laporan keualgan.
' Para pemakai laporan keuangan ingin meogetahui bagaimana BLUD

RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menghasilkan dan menggunakan
kas dan setara kas, membutuhkan kas dan setara kas untuk
melaksanakan usaha, serta untuk melunasi kewajibar.
Pemyataan ini mewajibkan semua BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung.

a 3. Deflnlsl
1 Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini didefinisikan

sebagai berikut:
a. Laporan arus kas merupalan laporan yang menunjukan

penerimaan dan pe-ngeluaran kas dan setara kas selama periode
, tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi

dan pendanaan;
b. kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro;
c, setara kas lcdsh equiuatenr) adalah investasi yang sifatnya sangat

likuid, be{angka sangat pendek dalt yang cepat dapat dijadikan
kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan
nilai yang signifikan;

i d. arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara
kas;
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attivitas operasi (operasional) adalah aktivitas penghasil utama
pendapatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo lpincbal
reoenue-producing actiuities) dan aktivitas laio yang bukan
merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan;
aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jargka
pa-njang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan

B.l DASAR PEf,GATuRAf,
l. Kas dan setara kas, terdiri dari :

2.

a. Kas;
b. giro; dan
c. deposito mal<simal berjangka waktu 3 (tiga) bulan.
Lapora-n arus kas harus melaporkan arus kas selarna periode

tertentu yang diklasilikasikan menurut aktivitas operasi, investasi
dan pendanaan.
Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo dengan menggunakan metode langsung

ldired methoq; dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan
kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan,
Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, darl
pendanaan berikut irri dapat disajikan menurut arus kas bersih:
a. Penerimaan dal pengeluaran kas untuk kepentingan para

pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan
altivitas pelanggan daripada aktivitas BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo; dan

b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan
perputaran cepat, volume trarsaksi yang besar, dan dengan
jangka waktu singkat (matuitg shoq. PSAX. 2 pqragra;f 21)

Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan
berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:
a. penerimaan dal pembayarar kas sehubungan dengar deposito

bedangka waltu tetap;
b. penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan

lainnya; dan
c. pemberiar dan pelunasan krcdit. (PSAK 2 pa,agraf 23j

4.

6. Pelaporar secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto
dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan
pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada PSAK 2 paragraph
2l dar. 23 arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.

7. Arus yartg berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan
berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih ;

a. penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para
pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan
aktivitas pelanggan daripada aktivitas BLUD RSUD dr. Abdoer
Rahem Situbondo; dan
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b. penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan
perputaran cepat, dengan volurne transaksi yarg besar dan
dengan jangka waktu singkai {Matuitg sl]6,rq.

8. Arus kas yang berasal dari transaksi dalarn valuta asing harus
dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan
keuaigan dengan menjabarkan jumlah mata uarg asing tersebut
menurut kurs tengah Bank lndonesia pada targgal transaksi arus
kas. (PSAK 2 paragral 241

9. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan
sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendalaan sesuai dengan
sifat transalsinya dan diungkapkan secara terpisah. (PSAK 2
patagraf 291

l0.Arus kas dari bunga dan deviden yang diterima dan dibayarkan
masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus
diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas
operasi, investasi atau pendanaan. (PSAK 2 paragraf 30)

11. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan
(alal< perusahaan) atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan
secara terpisal dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. (PSAK 2
patagral 371

12.BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan
hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan peroleharr
dan pelepasan (anak perusahaan) dan unit bisnis lainnya selama
satu periode :

a. jumlah harga perolehal atau pelepasan;
b. bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan

arus kas dan setara kas;
c. jumlah kas dan setara kas pada unit bisnis yalg diperoleh atau

dilepaskan; dan
d. jumlah aset dan kewajiban selain kas atau setara kas pada unit

bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkal
kategori utamanya. (PSAK 2 paragraf 38)

13. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan
penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan
arus kas. Transaksi semacarn itu harus diungkapkan sedemikian
rupa pada catatan atas laporan keua-ngarl sehingga dapat
memberikan semua informasi yalg relevan mengenai aktivitas
investasi tersebut. (PSAK 2 paragraf4l)

14. Pernyataan ini berlaku secara prospektif dan pada saat permulaan
pelakaanaan. Pernyataan ini bila disusun Laporaa keuangan
komparatif, mal<a laporan arus kas tidak wajib disusun secara
komparatif. (PSAK 2 paragraf 48)

,i
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PEruEI,AAAIT PEITYI'AUITAIT

1. Laporan arus kas dapat memberikal informasi yang memungkinkan
para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, strukur keuangan
(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk
mempengaruhi jumlah sgrta waltu arus kas dalam rangka adaptasi
dengan perubahan keadaan dan peluang.

2, Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan BLUD RSUD

dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menghasilkan kas dan setara

kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model

untuk menilai dan membandingkan nilai sekaralg dari arus kas
masa depan (future cash Jloul dari berbagai BLUD RSUD dr. AHoer
Rahem Situbondo. Informasi tersebut juga meningkatkaa daya

banding pelaporan kinelja operasi berbagai BLUD RSUD dr. Abdoer

Rahem Situbondo karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan

perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa

yang sama.
3. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari

jur ah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu,
informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari
transaksi arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan

dalam menentukan hubungan antara Prolitabilitas dan arus kas

bersih serta dampak perubahal harga,

4. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menyajikan arus kas dari

i aktivitas operasi dan investasidengan cara yang paling sesuai dengan

bisnis BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo teraebut. Klasifikasi

menurut aktivitas memberikan informasi yang mernungkinkan para

pengguna laporan untuk monilai pengaruh aktivitas tersebut

terhadap posisi keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Sihrbondo

serta terhadap jumlah kas dan setara kas. lnformasi tersebut dapat
juga digunakan untuk mengevaluasi hubungajt di antara ketiga

alrtivitas tersebut.
5. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang

diklasilikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh,
jika pelunasan pinjaman oleh BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan

unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan

pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasilikasikan sebagai

altivitas pendanaan.
6, JumLah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan

indikator yang menentukan apakah dari operasinya BLUD RSUD dr'
Abdoer Rahem Situbondo dapat menghasilkan arus kas yang cukup
untuk melunasi kewajiban, memelihara kemampuan operasional

i BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, dan melalukan investasi

' b..,, tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas histories bersarna

I

.ir

tl



'7.
I

i

55

dengan informasi lain, bgrguna dalam memprediksi arus kas operasi
masa depan.
Arus kas daii aktivitas operasional terutama diperoleh dari aktivitas
penghasil utama pendapatan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem
Situbondo. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada urnumnya
berasal dari transal<si dan peristiwa lain yang mempengaruhi
penetapan kenaikan (penurunan) ekuitas.
Beberapa contoh arus kas dari alftivitas operasi adalah:
a. penerimaan kas dari pelayanan;
b. penerimaan kas dari pendapatan lain;
c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
d. pembayaran kas kepada karyawan;
e. penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi

sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi
lainnya; dan

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aldivitas investasi
pertu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang
bertujuan untuk menghasitkan pendapatan dan arus kas masa

depan.
Beberapa cootoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi
adaleh :

a. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, dan aset jangka
panjang lain, termasuk biaya pengembangar yang dikapitalisasi
dan aset tetap yang dibangun sendiri;

b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunar dan peralatan
dan asetjangka panjang lain;

c, perolehan instrumen keuangan BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo lain; l"aAx 2 patagral ,5)
9. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo diwajibkan untuk

melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan
metode langsung. Metode ini penghasilkan informasi yang berguna
dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidal< dapat
dihasilkan dengan metode tidak langsung.
Dengan metode langsung informasi mengenai kelompok utama
penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh
baik:
a. Dari catatan akuntansi BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondo; atau
b. Menyesuaikan pos-pos lain dalam laporan a-ktivitas untuk:

1) perubahan utang bunga selama periode berjalan;
2) pos bukan kas lainnya, dan
3) pos lain yarg berkaitan dengar arus kas investasi dan

pendarraan. (PSAK 2 paragraf la) .
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D. ILUSTRASI I.APONAIT ARUS IqS,

rAAI'PATEX SITI'BOXDO
BLIrD RAIrD da AaDOER RAIIEf,

LA.P'ORAI{ ARUS KAS
per 3l Derember 2Gr2 dan 3l Domber 2orrl

Situbondo,

Direktur,

(dalam rupiah)

U

ro URAIAT Tahua 2014 Tahun 2Or1
ARUS KAS BERSIH DARI
AKTIVITAS OPERASIONAI- ,oo( )oc!(

)ooa

,(g
laor
)ao(

loo(

1. Penerimaan dari pelaynnan
2. Penerimaan piutang
3, Penerimaan ApBD
3. Pengelua-ran Operasional

)oo(

loa(
laoa

loo.

II ARUS KAS BERSIH DAE
AKTIVITAS INVESTASI )oo(

1. Hasil Penjualan Aset Tetap
2. Hasil Penjualan Aset I^ain-
lain
3. Hasil Investasi
4. Perolehar Aset Tetap
5. Pembelian Investasi

,oo(

)act

loo(
>oo(

:oo(

)oar

)ao<

)qoa

,oo<

I ARUS KAS BERSIH DARI
AKTIVITAS PENDANAAN )Ea )oaE

1. Tambahan Ekuitas
2. Penerimaan Hibah
3. Perolehan Pinjaman
4. Pembayara-n pinjaman
5. Setor Ke Kasda

loct
,ooa

)oa(

,a(x
)ocr(

)aot
,ooa

laAr

)a(x
,o(x

^],NruKAI\ 
(I,EN URUNAN)

BERSIH KAS )oat ,ooa

KAS DAN SRTARA KAS AWAL ,oo< )oo(
SALDO KAS ,oo< ,a(x

NIP
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VI . L/IFORAIT PERI'BAIIAIT EKUITAS
A. PEruELAAAIT

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan
sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumtah pada awal periode menjadi
jumlah tertentu pada akhir periode.
Laporan perubalnn ekuitas pada BLUD rurnah sakit menyajikar
sekurang-kurangnya pos-pos:
1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Delisit - LO
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang

arrtara lain disebabkan oleh dampak kumulatif perubahan kebijakaa
aluntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
a. Koreksi/nilai persediaan yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya
b. Perubahan dari nilai aset tetap karena revaluasi aset totap

4. Ekuitas Akhir

B. ILUATRTSI I"A.PIORAIT PERI,BAIIAI{ EKI,ITAIi

BLIrD RSIrD dr. ABIX)ER RIHEU SITUBoI{DO
I,IIFORAI{ PERI'BAHAI{ EI(NTAS

Untuk Periode yang Berakhir s.d 31 Desember2ox2 dan tahun 20X1

Situbondo,

Direktur,

1

0

TO I'RAIAIT
TAHINT
2@,

TAHI'I{
2OtL

I Etulta! Awd )oo< E(

I Surplus /Difisit -LO ,oc|( )oo(

3 D.Dt rt KuEulatlf Pcrubahrn
teblralaE/teralahan mendrser

Koreksi nilai persediaal ,oo< )oaa

Selisih reva.luasi aset tetap ,oo( FO<

Lain-lain )oo( )ooa

* ELultee Athtr ffi ,lxx

NIP
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VII. CATATAI{ ATAS LIIPORAI{ ITTUANGAT{
A, PEITGERTIAIT

1. Catatan atas laporan keualgan merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuaogan memuat
penjelasan mengenai gambaran umum perseroan, ikhtisar kebijakar
akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dart informasi
penting lainnya.

2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam neraca, laporan Operasional, laporan perubahan
ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi
yalg ada da.lam catatan atas laporan keuangal.

3. Dalam Pedoman ini diatur yang harus diungkapkan mencakup,
tetapi tidak terbatas, ada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian

, ini.
4. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

a. Informasi tentang dasar penlrusunan laporan keuangan dan
kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap
peristiwa dan transalsi yalg penting;

b. informasi yalrg diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan
dalam neraca, laporan Operasional, laporan perubahan ekuitas,
dan laporan arus kas;

c. informasi tambahar yang tidak disajikan dalam neraca, laporan
Operasional, laporan perubat.an ekuitas, dan laporan arus kas,
tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wqjar;

d. untuk pos-pos yang nilainya materiat, harus dirinci dajl
dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan
untuk pos-posyang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskal
pada catatarl atas laporan keuarrgan tanpa mempertimbangkan
materialitasnya; dan

,. e. untul pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun
'' sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam

catatan atas laporar keuangan.
5. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah

jumlah dari setiap jenis tiansaksi dan sa.ldo dengan para direktur,
pegawai, komisaris, pemegang saham utama, dall pihak-pihak yang
mempunyai hubungar istimewa. Ikhtisar perpisahtersebut
diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan atau pendapatan dan
biaya.

.6. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangaa memahami
dan membandingkannya dengan laporan keualgan BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo lain maka catatan atas laporan keuangan
umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

, a. pengungkapan mengenai dasar pengukuran darl kebijakan
. akuntansi yangditerapkan;

b. informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan
sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan

' dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan

a
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c. pengungkapar lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan
pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang
bersifat non-keuangan.

B. DASAR PEI{GATURAN
1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keua-ngar,

kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas rumah sakit
dengan menerapkanPsAK secara benar disertai pengungkapan yang
diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi
lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar
walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskar oleh PSAK.

PSAX I pdrqgrqf 10)
2. Laporerl keuangan harus disusun berdasarkan asumsi

kelangsungan usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha maka kenyataar tersebut
harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan

{ aa"- pen1rusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi
'. kelargsungan usaha ruma-h sakit tidak dapat digunalan. (PsAx I
L paraC"$ ln
3. Infordasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan

! periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Pemyataan Standar
.' Ak rrrt"rr.i Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan
' deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan

* kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan
periode bedalan. PS,AX. I perwgrol 2A)

4. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan

i ai rU"t mal<a penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk
: memastikan daya banding. Sifat, julr ah serta alasan reklasihkasi

harus diungkapkan. Apabila reklasifrkasi tersebut tidak praktis
.. dilakukan maka alasannya harus diungkapkan. fPSAf 1 paflg$
i 30/
ir5. l,aporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila

. tahun buku rumah sakit berubah da-rr laporan keuangan tahunan
disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode

satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan
laporan keualgar, rumah sakit harus mengungkapkan:
a. alasan penggunaan periode pelaporan selain Priode satu

tahunan; dan
b. fakta bahwa jurnlah komparatif dalam laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan. fPSA,( I
pqragrsl 36)

6. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo harus mengungkapkan
informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan
kewajiban yang al<an dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas
bulan dari tanggal neraca. (PSAtr I parogro.t 4Ol

lei
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7. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondoharus mengungkapkan, di
neraca atau di catatan atas laporan keuangan, sub-klasifikasi pos-
pos yang disajikan, diklasihkasikal dengan cara yang tepat sesuai
dengan operasi rumah sakit. Setiap pos di sub-klasifikasikan, jika
memungkinkan, sesuai dengal sifatnya; dan jumlah terutang atau
piutang pada rumah salit induk, anak rumah sakit, rumah Bakit
asosiasi dan pihal<-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya
diungkapkan secara terpisah. (PSAI< 7 pardgrql 53)
BLUD RSUD dr. Abdoer Ra-hem Situbondo mengungkapkan di neraca
atau di catatan atas laporan keuangal, tentang penjelasan mengenai
sifat dan h{uan pos cadargan dalam ekuitas;
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menyajikan, di laporan
operasional atau di catatan atas laporan keuangan, rincian biaya
dengar menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau
fungsi biaya di dalarn BLU rumah sakit. fPSAx I p$dgrul 5a)

10. BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo yang mengklasifikasikan
biaya menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi
tarnbahar mengenai sifat biaya, termasuk biaya penyusutar dan
amortisasi serta biaya pegawai. (PSAK I paragrol6S)

ll.BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo mengungkapkan dalam
laporan o atau dalarn catatan atas laporan keuangal; jumlah dividen
per saham yaj]g diumumkan, (PSAI< 7 paragrq,f 65)

12. Ca,tatarl, atas laporan keuargan harus disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam neraca, laporan operasional dan laporan arus kas
harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas

laporan keuangan. Catatar atas laporan keuangan mengungkapkal:
a. Informasi tentang dasar pen5rusunan laporan keuangan dan

kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap
peristiwa dan transaksi yang penting;

b. informasi yang diwajibkan dalam Pemyataan Standar Akuntansi
Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan operasional,
laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; dan

c. informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan
keuangan tetapi dipertukan dalam rangka penyajian secara

wajar. (PSAK 7 pqtqgrql69)
13. Bagiar kebijakan akuntarsi dalarn catatan atas laporan keualgan

menjelaskal hal-hal sebagai berikut:
a. dasar pengukural dalam menyiapkan laporan keuangan; dan
b. kebijalar akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami

laporai keuangan secara benar. (PSAK 1 paragraf 72)

14. Rumah sakit mengungkapkan hat-hal berikut ini jika tidak
diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan
bersama dengan laporan keuangan:
a. domisili dan bentuk hukum rumah sakit, negara tempat

pendirian (umah aakit, alamat kantor Pusat rumah satit serta
lokasi utama bisnis jika berbeda dari lokasi kantor pusat;

0
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keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama
rumah sakit;
nama rumah sakit dalam grup, narna rumah salit asosiasi, nama
rumah sakit induk dan rumah sakil lalding;
nama anggota direksi dan komisaris; dan
jumlal kar5rawarl pada akhir periode atau rata-rata jumlah
karyawan selama periode yang bersangkutan , (PSrlX 7 parugAl
74)

15. Apabila suatu PSAK diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif dan
penerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai dengal ketentuan
yang ada dalam Pernyataan tersebut, maka fakta tersebut harus
diungkapkan. IPS,AX. I po,"agrqf 76)

C. , U SI'R-I'I{8T'R CATATAIT ATAA LA,PORAIT XEUAITOAIT
1. GaEbasrn Urruto BLITL RSITD dr. Abdoer RaheE Sltubolrdo:

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan gambaral umum
BLUD RSUD dr. Abdoer Rahern Situbondo, antara lain :

a. Pendirian BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;

. b. Riwayat ringkas BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;
c. Dasar pendirian BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondodan

perubahan terakhir;
d. Bidang usaha utama BLUD RSUD dr. Abdoer Rahem

Situbondosesuai dasar pendirian dan kegiatan utama rumah
sakit pada periode pelaporan;

e. Tempat kedudukan rumah sakit dan lokasi utama kegiatan
usaha;

f. Tanggal mulai beroperasinya rumah sakit. Apabita rumah sakit
melakukan ekspalsi atau penciutan usaha secara signilikan
pada periode laporan yang disajikan, harus disebutlaa saat
dimulainya Ekspansi atau penciutan usaha, manfaat dan
perubahan kapasitas pelayanan;

g, Direksi, dewan pengawas dan klasifikasi karyawan;
1) Nama anggota direksi dan dewal pengawas;

2) Jumlah klasifrkasi dan kua.lifikasi karyawan pada akhir
periode atau rata-rata jumlah kaqrawar selama periode yang

bersangkutan.

2, Ilhttrar Kobilatan AJrult n3l
Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan ikhtisar
kebijakan akuntansi, antara lain :

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
1) Dasar pengukuran laporan keuangal yaitu berdasarkan

biaya historis (historical cosd kecuali bila terdapat hal-ha.l
yang mempengamhi nilai historical cost, misalnya : penilaian
kembali aset tetap.

?
l

I



I

t 2l Dasar pen]rusunal laporan keuangan yaitu dasar akrual
kecuali untuk [aporan arus kas.

3) Siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai dengan 31
Desember sesuai dengan talun arggaran.

b. Kebijakan Akuntansi Tertentu
Kebljalan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal
sebagai berikut:
1) Pengakuan pendapatan;
2) Penggabungan usaha dalam lingkup manajemen rumah sakit;
3) Pengakuan biaya;
4) Kapita-lisasi pengeluaran;
5) Investasi;
6) Persediaan;
7) Definisi kas dan setara kas;
8) Piutang dan peuyisihan piutang;
9) Aktiva tetap, penlrusutan dan penghapusan;
10) Aktiva tidak berwrrjud dan amortisasi;

, 11) Penurunan nilai aktiva;dan
' 12) Pendapatar APBD/APBN.

. S. nea3etasaa eter Po!-pos Lqporar Keuangaa
' Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan
' memperhatikar urutan penyajian Laporan Neraca dan Laporan
, operasional, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan

pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah
dengan pengungkapan :

. a. Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar
1) Perubahan Estimasi Akuntansi :

a) hakekat dan alasan perubahar estimasi akuntansi;
b) jumlah perubaha-n estirnasi yang mempengaruhi Periode

be{alan; dan
c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang atau jika

, penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang
tidak pral<tis.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi :

a) hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan
keb[jakan akuntansi:

b) jumlah penyesuaian peruba-har kebijakan akuntansi
terhadap periode be{alan dan periode sebelumnya yang
disajikan kembali;

c) jumlai penyesuaian yang berhubungan dengan masa
sebelum periode yang tercakup dalam informasi

I komparatif; dan
d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan

, kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan
mbali informasi komparatif dianggap tidak pral<tis.
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3) Kesalahan mendasar:
a) hakekat kesalahan mendasar;
b) jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-

periode sebelumnya;
c) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode

sebelum periode yang tercakup dalam informasi
komparatif; dan

d) kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan
kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak
praktis untuk dinyatakan kembali.

Komitmen dan Kontinjensi
1) Komitmen:

a) konhak/pedanjian yang memerlukan penggunaal dana
di masa yang akan datang, seperti: Perjanjian jual beli dan
komitmen investasi;

b) pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian;
c) periode berlakunya komitmen;
d) nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah

direalisasi;
e) sanksi-sanksi; dan

0 uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-
batasannya.

2) Kontinjensi:
a) perkara/ sengketa hukum:

(1) pihak-pihak yang terkait;
(2) jumlah yang diperkarakan; dan
(3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat

hukum (legal opinion);
b) uraian siogkat tentang peratur.rn pemerintah yang

mengikat dan dampaknya terhadap BLUD RSUD dr.
Abdoer Rahem Situbondo, seperti masalah
ketenagakerjaan.

Informasi Penting l,ainnya
Sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan

tertentu yang mempengaruhi kinerja BLUD RSUD dr. AMoer
Rahem Situbondo, seperti peristiwa/keadaan yang

mempengaruhi kelangsungan hidup BLUD RSUD dr. Abdoer

Rahem Situbondo.
Peristiwa setelah Tanggal Neraca :

1) Tanggal persetujuan laporan keualgan untuk diterbitkan dan
pihak yang memberikan persetujuan serta pihak lain yang

merniliki kuasa untuk mengubah laporal keuangan setelah
penerbitan.

2) Informasi terkini atas kondisi yang ada pada tanggal neraca
yang diterima setelah tanggal oeraca dan jumlah moneter
yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.I

c.

d.
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3) Jenis peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau
pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dibuat, jika peristiwa
setelah tanggal neraca sangat penting tetapi tidak
memerlukan penyesuaian.

Perkembangan Teralhir Standar Akuntansi Keuangar darl
Peraturan Lainnya:
1) Penjetasan mengenai standar akuntansi keuangan dan

peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi
aktivitas BLU rumah sakit.

2) Estimasi dampak penerapan stardar aluntansi keuangaJr
dan peraturan baru tersebut.

Reklasilikasi
Harus diungkapkan artara lain mengenai sifat, jumlah, dan
alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalan tahun buku sebelum
tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan
keuangan komparatif.

t

BAGAIT PERXIR.AAN STAI{DAR
A., TRI'XTIIR LI\PORAJT KEU.AITGAITI

;Struktur laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia dapat dibedakan meojadi 5 (lirna) tingkat, yaitu :

1. Komponen laporan keuangan merupakaa klasifikasi menurut tujuan
in-formasi yarg a-kan disampaikan kepada pemakai, yang umumnya

. terdiri dari: neraca, laporan akivitas, laporan arus kas, dan catatan
, atas laporan keuangan.
2. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok

besar karakteristik ekonominya. Unsur-unsur laporan posisi
keuangan (neraca) seperti aset, kewajiban, dan aset netto. Unsur-
unsur laporan kinerja (laporan al<tivitas) seperti penghasilan dan

1 Biaya.
3. Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yalg meng-

gambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi
sejenis.Kelompok pos dari unsur aset seperti aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap, aset tidak ber*'ujud dan aset lain - lain.
Kelompok pos dari unsur kewajiban seperti kewajiban jangka
pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain- lain.
Pembentukan kelompok pos ini dimungkinkan juga pada unsur-
unsur laporan keuangan lainnya dengan mempertimbangkan agar
lebih mudah dipahaminya penyajian laporan keuangan.

4. Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan
sub - klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis. Pos dari
unsur aset seperti kas dan setara kas, piutang pelayanan,
persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak
berwujud. Pos dari unsur kewajiban seperti utang usalla,
pendapatan diterima dimuka, dan pinjaman bank, Pembentukan pos

lainnya dimungkinkan dengan mempertimbangkan
mudah dipahaminya penyajian laporan keuan gan.

u
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5. Akun laporar keuangan merupakan sub - klasifikasi dari pos- pos

, y*B terdapat dalam laporan keuangan. Akun ini biasanya tidak
' muncul dalam tabulasi komponen laporar keuangan.

B. SISTEMATIXA BAGA.IT AI(I'I{
, 1. Dtgtt P3staEa menggambarkan klasifikasi uarur laporan keuangan,

terdiri dari:
I Aset
2 Kewajibart

' 3 Ekuitas
4 Pendapatan
5 Biaya

2. Dtglt Ledua ncaeqaEbatLra klasilikasi Lclompot pog laporan
keuangan sampai dengan 9 sub klasifrkasi, misalnya :

! r Aset
11 Aset Lancar
L2 lnvestasi Jangka Panjang
13 Aset Tetap

3. DEft kcttga &! keeDpst menggambarkan klasifrkasi PgllaPoran
keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

I Aset
1l Aset Lancar
11O1 Kas dan Setaia Kas

l1O2 Investasi Lancar
1103 Piutang Pelayanan

4. Diglt kcUna da! teeaan menggambarkan klasifikasi gbllaPoran
keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

I Aset
11 Aset l,ancar
11Ol Kas dan Setara Kas

1101Ol Kas Besar
1101O2 Kas Kecil

5. Dtgtt tctqluh daa kedelapa! menggambarkan klasifikasi sub a&u!
laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :

I Aset
1l Aset Lancar

I 1104 Persediaar
110401 Persediaan Barang Farmasi
1 1040101 Persodiaan Alat Kesehatan
11o4O1O2 Persediaan Obat
110401O3 Persediaan Reagen

11040104 Persediaan Film Rontgent
11O4O1O5 Persediaar Barajrg Farmasi Lainnya

l1O4O2 Persediaan Rumah Tangga dan Perlengkapan

l1O4O2Ot Persediaan Alat Tulis Kantor

0
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llO4O2O2 Persediaan Barang Cetakal
,. 11O4O2O3 Persediaan Barang Rurnah Tangga

6. Dtgtt tessmbtL! &! tesepuluh menggambarkan klasifikasi Sub-
eub akun laporan keuangan sampai dengan 99 sub klasifrkasi,

, misalnya:
I Aset

i rr Aset Lancar
1104 Persediaaa

. 11O4O1 Persediaan Bararg Farmasi
11O4O1O1 PersediaanAlatKesehatan
1104O1O1O1 Persediaan Alat Kesehatan A
11O4O1O1O2 Persediaan Alat Kesehatan B

, 11O4O1O1O3 Persediaan Alat Kesehatan C

C. DATTAR KODE PERISRAAN
I Aret
11 Aset Lancar
1101 Kas dan Setara Kas

110101 Kas
11O1O1O1 Kas Bendahara
11O1O1O1O1 Kas Penerimaan Jasa Pelayanan
11O1O1O102 Kas Pengeluaran Jasa Pelayanar

11010201 Bank Jatim
11O1O2O1O1 Bank Jatim Induk
l1O1O2O1O2 Bank Jatim Bendahara Penerima

1101020103 Bank Jatim Bendahara Pengeluaran

llOlO2O2 Bank Lainnya

1103 Piutarg Pelayanan
11O3O1 Piutang Asuransi
11030101 Piutang BPJS

11O3O1O1OI Piutang BPJS Kesehatan

11O3o1O1O2 PiutangBPJSKetenagakefaan
11O3O1O2 Piutang Inhealth
11O3O1O3 Piutang JasaRaharja
110302 Piutang Jaminan t€mbaga Pemerintah
11O3O2O1 Piutang Jaminar Kesehatan Daerah Provinsi
llO3O2O2 Piutang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten

110303 Piutang Janinan Irmbaga Non Pemerintah
1 1 03030 1 Piutang Jaminan Perusahaan

11O3O3O1ol Piutang Jaminan Tetkom
1103O3O1O2 Piutaag Jaminan PT KAI
11O3O3O1O3 Piutang Jaminan
11O3O4O2 Piutang Jaminan Yayasan
11O3O4O2O1 Piutang Jaminan Yayasan A

I
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i
| 1|O3O4O2O2 Piutang Jaminan Yayasan B
1103040203 Piutang Jaminan Yayasan C

11O5O2O1O1 Persediaan Bahan Basah

, 11O5O2O1O2 Persediaan BaIan Kering

1 10305
1 10309
1104
1 10401

. 11040101

. 110402

. 11040201
1to4o202
11040203

1 105
1 10501
11050101
1 1050102
1 1050103
11050104
I 1050105
i 1050106

110502

1 10503
' 11050301

11050302
11050303
11050304
11050305
110504
I 1050401

, 1 1O5O402
' 11050403

" 11050404
t

1 106
'110601

11060101
1 io60102
110602
110603

12

t20t
1202

Piutang Pasien Umum/ Perorangan
Piutang Pelayanan Lainnya
Piutang l,ain-Lain
Piutang Pegawai
Pegawai Lainnya

Piutarg Sewa
Piutarg Sewa Lahan untuk ATM
Piutang Sewa Lahan Koperasi
Piutang Sewa t ahar Pujasera

Persediaan
Persediaan Barang Farmasi
Persediaan Alat Kesehatan
Persediaal Obat
Persediaan Reagen
Persediaan Gas Medis
Persediaar X-Ray Film
Persediaan,,,,.......

Persediaan Barang Gizi

Persediaan Barang Rumah Targga
Persediaan Alat T\rlis Kantor
Persediaan Barang Cetakan
Persediaan Linen
Persediaan Baiang Kelontong
Persediaan Barang ..........
Persediaan Barang Teknik dar Bangunan
Persediaan Spare Par-t/ Suku Cadang
Persediaan Bahan Bangunan
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Lainnya

Uang Muka
Uang Muka Kerja
Uang Muka Keda Kegiatan
Uang Muka Perjalanan Dinas
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
Uang Muka

Aset Tetap
Tanah
Gedung dan Bangunan

I



120201
\2020LOL
120202
t202020t

1203
120301
r20302
120303
t20304
120305
120306
120307
120308

t204
t20401

l'12040101

t t2o4oto2
; t2o4o2
.l rzo+os

, tzos
', tzoo

1207
12070L
t2070LoL
12070to2

6a

Gedung
Gedung ......
Bangunan
Bangunan (gapura, pagar, patung dll)

Peralatan da-n Mesin
Peralatan Medik
Peralatan dan Mesin Ruma} Tangga
Peralatan Mesin dan Teknik
Kendaraan dan Alat Angkut
Komputer
Inventaris Kantor
Peralatan Elektronik
Peralatan Lainnya

Jalan, Irigasi dal Jaringan
Jalan
Jalan
Selasar
Irigasi
Jaringan SIM-RS

Aset Tetap Lainnya
Konstrulsi dalam Penyelesaian
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi Pen].usutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Gedung
Akumulasi Penyusutan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Akumulasi Peny.usutan Jalan
Akumulasi Pen]'r-rsutan Jalan
Akumulasi Penl'usutan Selasar

12Oa Akumulasi Penyusutan Peralatal dan Mesin
i2O8Ol Akumulasi Penlrusutan Peralatan Medik
12O8O2 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin Rumah

Tangga
120803 Akumulasi Penirusutan Peralatan Mesin dan

Teknik
l2O8O4 Akumulasi Penlr.rsutan Kendaraan dan Alat

Angkut
, 120805 Akumulasi Penyusutan Komputer
120806 Akumulasi Penlusutan Inventaris Kantor
l2OaO7 Akumulasi Penlusutan Peralatan Elektronik
L2OA99 Akumulasi Pen,'rlsutan Peralatan Lainnya

t209

120901
12090101

, 12090LO2

U



120902
120903
1210

13

1301
130101
130102
130199

1302
130201
130202
130203
t30299
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Akumulasi Penyusutan Irigasi
Akumulasi Pe B'usutan Jaringan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap l,ainnya

Aset Lainnya
Aset ------...........
Aset................
Aset .......-.........
Akumulasi Pen)'usutan

Aset TaI( Berwujud
Formulasi
Software
Hak Paten
Akumulasi Amortisasi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Sewa

Utang Jangka Pendek LainnYa

Kewajiban Jangka Panjang

Pinjaman lrmbaga Keuangan
Pinjaman dari Barrk ........

2 KewoJlbra
'"21 Kewajiban Lancar
2lOL Utang Usaha

21O1Ol Utang Kepada Pemasok

21c2 Utang Pajak
2|O2OL Utang PPN

2lo2o2 Utang PPh122

2|O2O2O1 Utang PPh Ps. 21

2|O2O2O2 Utang PPh Ps. 22

2lo2O2O3 Utang PPh Ps. 23

2|O2O2O4 Utang PPh Ps.26

iztos Biaya Yang Masih Harus Dibayar

.l 21O3O1 BiaYa Jasa PelaYanan
' 2lO3O2 BiaYa DaYa dan Jasa
',21O3O3 BiaYa .. .....

2fO4 Pendapatan Diterima Dimuka

2lO4Ol Uang Muka Pasien

2lO4O2 Uang Muka ............
2lO4O3 Sewa Diterima Dimuka
2lO4O4 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

2LO5

210501
2to6
210601

on

220L
220toL

0



2201o2

3
31
3101
3102

t 3103

4
41
4101
410101

,4toto2
. 410103

410104
410105
410106
4102
4LO20l
4LO202

d 410203
' 4to2o4
410205
4to206
4LO207
410208

4103
410301

'. 410302
410303
410304
410305
410306
410307
410308

42
4201

, 4202
.43
) 4301

4302
44
4401
4402

I
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Pinjaman dari Lembaga Keuangan Lain

ELuttas
Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas Awal
Surplus dan Defisit Tahun Lalu
Surplus dan Defrsit Tahun Berjalan

Pcndapata!
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
Pendapatan Rawat Jalan
Karcis
Pemeriksaan
Konsultasi
Tindal<an
Penunjang
Obat/Alkes
Pendapatan Rawat Darurat
Karcis
Pemeriksaan
Konsultasi
Akomodasi
Tindakan Medis
Tindakan Keperawatan
Penunjang
Obat/Alkes

Pendapatan Rawat Inap
Akomodasi
Administrasi
Konsultasi
Visite
Tindakan Medis
Tindakan Keperawatan
Penunjang
Obat/Atkes

Hibah
Hibah Terikat
Hibah Tidak Terikat
Pendapatan APBD
Pendapatan APBD Operasiona.l
Pendapatan APBD Investasi
Pendapatan APBN
Pendapatan APBN Operasional
Pendapatan APBN Investasi

0
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4501
4502
4503
45o4
4505
4506
4507

5
51

5101
510101
510102
510103
510104

5102
510201
510202
510203

5103

5104
510401
510402
510403
510404

I
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Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan Apotik
Pendidikan dan Latihan
Penelitian /Litbang
Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
Pendapatan Sewa
Pendapatan Parkir
Pendapatan Jasa Bank

Biaye
Biaya Pelayanan
Biaya Pegawai
Biaya Gaji PNS

Biaya Honorarium
Biaya Non PNS

Biaya Tenaga Kontrak

Biaya Pemakaian Persediaan/Bahan
Biaya Pemalaian Persediaan Barang Farmasi
Biaya Pemakaian Persediaan Barang Gizi
Biaya PemaJ<aian Persediaan Barang Rumah
Tangga

Biaya Jasa Pelayanan

Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Biaya Pemeliharaan Pera-latan dan Mesin
Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringar
Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Biaya Daya dan Jasa
Biaya Listrik
Biaya Telepon/Fax
Biaya Air
Biaya Bahan Bakar
Biaya Subsidi Pasien
Subsidi Pasien Tidak Mampu
Selisih Perhitungan Klaim

Biaya Pen).usutan
Biaya Pen,'r.rsutan Gedung dal Bangunan
Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin
Biaya Pen]'usutan Ja.lan, Irigasi dan Jaringan
Biaya Pen,.usutan Aset Tetap Lainnya

Biaya LainJain

| 5105
510501
510502
510503
510504
5106

. 510601
' 510602

5107
510701
5ro702
510703
510704

5104

u
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520t
520101

5202
52020t
52o2o2
520203
5203
520301
520302
s20303
520304

5204
52040L
520402
520403
520404

5205
520501
520502

- 520503
520504

5206
5207
5208
5209

5210
521001
521001

53
5301
5302

Biaya Umum dan Administrasi
Biaya Pegawai
Biaya Honorarium

Biaya AdministBsi Perkantoran
Biaya Penggandaan
Biaya Pos dan Giro
Biaya Penyelenggaraan Rapat
Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Biaya Pemeliharaan Jalan, lrigasi dan Jaringan
Biaya Pemeliharaan Aset Tetap La.innya

Biaya Langganan Daya dan Jasa
Biaya Listrik
Biaya Telepon / Fax/ Internet
Biaya Air
Biaya Bahan Bakar

Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan Gedung dan Bargunan
Biaya Penlrusutan Peralatan dan Mesin
Biaya Pen,'usutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Biaya Penrlrsutan Aset Tetap Lainnya

Biaya Amortisasi
Biaya Promosi
Biaya Premi Asuransi
Biaya Penyisihan Kerugian Piutang

Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
Biaya Perjalanan Dinas
Biaya Partisipasi/ Sumbangan/Bansos

Biaya Lainnya
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bartk

BT'PATI SITUBOI|DO,
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